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AMAL, Nomor Pokok E121 10 107, Program Studi Ilmu Pemerintahan 
Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul ”PERAN DINAS 
KELAUTAN DAN PERIKANAN DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI 
DAERAH” di bawah bimbingan Bapak Dr. H. A. Samsu Alam, M.SI selaku 
pembimbing I dan Bapak Dr. Jayadi Nas M.SI selaku pembimbing II. 
Penelitian ini berlokasi di Kabupaten Barru dan bertujuan untuk 
mengetahui peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor perikanan serta 
untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi peningkatan pendapatan asli 
daerah dari sektor perikanan di Kabupaten Barru. 
Jenis penelitian ini adalah studi kasus dengan tipe penelitian deskriptif 
dan menggunakan penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan adalah observasi visual, yaitu pengumpulan data dengan 
mengadakan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, wawancara 
dengan informan, dan studi kepustakaan dengan membaca buku, majalah, surat 
kabar, dokumen dokumen, undang undang, internet dan ditunjang dengan data 
sekunder. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Kelautan dan 
Perikanan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan di 
Kabupaten Barru sudah cukup bagus dengan adanya program program yang 
dijalankan dan dalam pengadaan bantuan masih perlu ditingkatkan. Adapun 
faktor faktor yang mempengaruhi antara lain faktor pendukung dan faktor 
penghambat dimana faktor pendukung yaitu sinergitas dari setiap elemen 
pemerintah, partisipasi dari masyarakat ( petani tambak). Dan faktor penghambat 











AMAL, Nomor Pokok E 121 101 107, Program studi Ilmu Pemerintahan 
Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 
Universitas Hasanuddin, compiled the scription entitled "THE ROLE OF 
MARINE AND FISHERIES DEPARTMENT OF REVENUE 
IMPROVEMENT AREA" supervised by Dr. H. A. Samsu Alam, M.SI as 
consultant I and Dr. Jayadi Nas M.SI as consultant II. 
This research is located in Barru and aims to determine the increase in 
local revenues from the fisheries sector and to determine the factors that 
influence the increase in local revenues from fisheries sector in Barru. 
This research was a study case using descriptive and qualitative method. 
Technique of collecting data this research was visual observation, collecting data 
through direct observation toward the object of research, interviewing the 
informants, and library study through reading books, magazines, newspaper, 
document, laws, and internet which was supported by secondary data. 
These results indicate that the role of the Department of Marine and 
Fisheries to increase regional revenue in the fisheries sector Barru is pretty good 
with the programs being run and in the provision of aid still needs to be improved. 
The factors affecting among other factors supporting and inhibiting factors which 
contributing factor is the synergy of each element of the government, the 
participation of the community (fish farmers). And the limiting factor is the quality 














1.1  Latar belakang  
Lahirnya undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah menjadi sebuah angin segar bagi pemerintah daerah di seluruh 
pelosok negeri. Undang-undang yang memberikan keleluasaan kepada 
pemerintah daerah ini, merupakan sebuah terobosan yang dikeluarkan 
oleh pemerintah pasca reformasi. Setelah sekian lama mengalami pasang 
surut melalui proses amandemen, mulai dari masa orde lama sampai 
pasca reformasi sekarang ini. Otonomi daerah yang kini telah berjalan 
selama kurang lebih empat belas tahun, masih kerap menjadi perdebatan 
hangat di kalangan praktisi dan kalangan ilmuwan. 
Dari sekian banyaknya kewenangan yang didesentralisasi 
(diberikan) oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ada 
kewenangan yang  kerap menjadi sorotan, yaitu kewenangan yang dapat 
berpotensi menghasilkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), 
diantaranya kewenangan pemerintah untuk mengelola sektor pertanian, 
pariwisata, migas, perikanan kelautan serta sektor lainnya sesuai dengan 
kondisi geografis daerah masing-masing. 
Pada dasarnya, persoalan otonomi daerah dan Pendapatan Asli 
Daerah bukanlah suatu yang baru. Sejak orde lama hingga sekarang, 
permasalahan otonomi daerah dan Pendapatan Asli Daerah kerap 
mencuak di publik. Pembagian hasil dari pengelolaan sumber daya alam 
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misalnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.33 tahun 2004 
tentang perimbangan keuangan, pasal 14 huruf (d) berbunyi pembagian 
penerimaan negara yang berasal dari sumber daya alam, penerimaan 
perikanan yang diterima secara nasional dibagi dengan imbangan 20% 
(dua puluh persen) untuk pemerintah dan 80% (delapan puluh persen) 
untuk seluruh kabupaten/kota.1 
Selanjutnya dijelaskan lebih jauh pada pasal 18 ayat (2) yang 
berbunyi dana bagi hasil dari penerimaan negara sektor perikanan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (d) dibagikan dengan porsi 
yang sama besar kepada Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia.2 Dari 
penjabaran pasal ini, sebagian daerah merasa tidak puas, hal ini 
dikarenakan daerah yang memiliki potensi penangkapan ikan yang lebih 
besar merasa tidak adil karena telah menyetor kepada Pemerintah pusat 
dengan jumlah yang lebih besar dibanding daerah-daerah lain, sementara 
dana bagi hasilnya dibagikan secara sama besar untuk setiap daerah 
kabupaten/kota yang ada di Republik ini. 
Sesuai dengan pasal 18 undang undang nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah, maka Kabupaten-Kota diberikan 
kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut. Kewenangan 
itu adalah sepertiga dari wilayah kewenangan laut propinsi paling jauh 12 
(duabelas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke 
arah perairan kepulauan, jadi kewenangan Kabupaten-Kota sejauh 4 
                                                             





(empat) mil laut. Batas kewenangan tersebut tidak berlaku bagi nelayan 
kecil, yaitu nelayan yang menggunakan bahan dan alat penangkapan ikan 
secara tradisional, karenanya bebas menangkap ikan di seluruh 
pengelolaan perikanan di seluruh wilayah Republik Indonesia.3 
Kabupaten Barru sebagai daerah otonom memiliki luas laut yang 
besar serta garis pantai yang membentang dari Kabupaten Maros sampai 
Kota Pare-pare. Kondisi geografis dan keadaan alam ini memberikan 
peluang bagi Kabupaten Barru untuk mengembangkan sektor perikanan. 
Potensi perikanan ini diharapkan untuk dapat dimanfaatkan oleh 
pemerintah daerah Kabupaten Barru. Hal ini akan menjadi peluang yang 
sangat besar untuk dijadikan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) yang dapat menunjang peningkatan APBD Kabupaten Barru. 
Olehnya itu, dengan potensi yang ada maka pemerintah daerah 
Kabupaten Barru sebagai pemengang otoritas untuk mengelola sumber 
daya alam ini dituntut untuk perencanaan yang matang serta sehingga 
potensi ini dapat termanfaatkan. Kekayaan sumber daya alam dari sektor 
perikanan ini telah menjadi primadona. Hal ini ditandai oleh peningkatan 
pendapatan asli daerah dari sektor perikanan dari tahun ke tahun ini 
semakin meningkat. Namun peningkatan ini belum bisa dinilai sebagai 
sebuah keberhasilan dari pemerintah dalam upayanya mengelola sektor 
ini. Hal ini disebabkan oleh, pencapaian yang telah direncanakan oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru sebagai dinas yang 
                                                             
3
 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 18. 
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mengelola sektor ini belum bisa mencapai target atau hasil yang 
diharapkan sebelumnya. Kondisi ini tergambarkan dari data yang 
diperoleh dari Dinas Pengelola Keuangan daerah kabupaten Barru yang 
mendeskripsikan target dan realisasi penerimaan pendapatan daerah 
khususnya dari sektor perikanan pada tahun 2012, 2013 dan tahun 2014 
tidak pernah mencapai target yang direncanakan. Ketidakberhasilan 
pencapaian target ini merupakan pekerjaan rumah oleh Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Barru sehingga perlu mendapatkan perhatian 
yang cukup serius demi pengembangan sektor perikanan.  
Berdasarkan hal tersebut penting untuk diketahui posisi dan peran 
Dinas Kelautan dan Perikanan  Kabupaten Barru sebagai pengelola sektor 
perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Oleh karena itu 
penulis tertarik untuk membahas dan mengkajinya dengan judul “Peran 
Dinas Kelautan Dan Perikanan Dalam Peningkatan Pendapatan Asli 











1.2 Rumusan masalah 
Memperhatikan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok 
bahasan dalam skripsi ini adalah peran Dinas Kelautan dan Perikanan 
dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah Sektor Perikanan di 
Kabupaten Barru. Dalam membahas dan mengkaji lebih lanjut, maka 
dirumuskan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 
1. Bagaimana peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan 
Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan di Kabupaten Barru? 
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Barru dari sektor perikanan? 
1.3 Tujuan Penelitian 
Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui Peran Dinas Kelautan dan Perikanan dalam 
Peningkatan Pendapatan Asli Daerah sektor perikanan di Kabupaten 
Barru. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli 
Daerah Kabupaten Barru dari sektor perikanan. 
1.4  Manfaat Penelitian 
 Manfaat penelitian yang diharapkan dalam pelaksanaan penelitian 
ini adalah sebagai berikut: 
1. Manfaat teoritis, sebagai sumbangan dalam pengembangan ilmu 
pengetahuan, khususnya dalam kajian Ilmu Pemerintahan. 
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2. Manfaat praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
bahan masukan atau evaluasi bagi Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru dalam Peningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari 
sektor perikanan. 
3. Manfaat metodologis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi nilai 
tambah yang selanjutnya dapat dikomparasikan dengan penelitian-
penelitian ilmiah lainnya, khususnya yang mengkaji peran Dinas Kelautan 




















Dalam membahas dan mengkaji masalah yang diangkat dalam 
bahasan skipsi ini digunakan konsep dan teori, yakni konsep dan teori 
tentang Desentralisasi, Otonomi Daerah, Pemerintah, Pendapatan Asli 
Daerah, dan Sektor Perikanan. 
2.1  Desentralisasi dan Otonomi Daerah  
Desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari  
pemerintah pusat atau daerah tingkat atasnya kepada pemerintah daerah 
untuk mengurus urusan rumah tangganya. Desentralisasi pemerintahan 
yang pelaksanaanya diwujudkan dengan pemberian otonomi kepada 
daerah bertujuan untuk memungkinkan daerah tersebut meningkatkan 
daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka 
pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan. Dengan 
demikian daerah perlu diberikan wewenang untuk melaksanakan berbagai 
urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya, serta sekaligus 
memiliki pendapatan daerah seperti pajak daerah,retribusi daerah dan lain 
lain pemberian.4 
Secara umum desentralisasi terbagi menjadi dua, yaitu: 
desentralisasi teritorial dan desentralisasi fungsional. Desentralisasi 
teritorial berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada 
wilayah di dalam negara. Sedangkan desentralisasi fungsional berarti 
                                                             
4 M.Kamal Hidjaz,Efektivitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah 
Daerah Di Indonesia,Makassar:2010,Hal 26 
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pelimpahan wewenang kepada organisasi fungsional atau (teknis) yang 
secara langsung berhubungan dengan masyarakat.Menurut Surundajang, 
terdapat empat bentuk desentralisasi yaitu:  
a) Desentralisasi menyeluruh. 
Sistem pemerintahan daerah yang menyeluruh dalam hal ini 
pelayanan pemerintah di daerah dilaksanakan oleh aparat-aparat yang 
mempunyai tugas bermacam-macam.  
b)  Sistem kemitraan. 
Sistem kemitraan atau partnership system, yaitu beberapa jenis 
pelayanan dilaksanakan langsung oleh aparat pusat dan beberapa 
jenis yang lain pula dilakukan oleh aparat daerah.  
c) Sistem ganda. 
Sistem ganda atau dual system, yaitu aparat pusat melaksanakan 
pelayanan teknis secara langsung demikian juga aparat daerah. 
d)  Sistem administrasi terpadu 
Sistem administrasi terpadu atau integradet administrative system, 
yaitu aparat pusat melakukan pelayanan teknis secara langsung 
dibawah pengawas seorang pejabat koordinator. Aparat daerah hanya 
punya kewenangan kecil dalam melakukan kegiatan pemerintahan.5 
Aneka bentuk desentralisasi pada dasarnya dapat dibedakan 
menurut tingkat peralihan kewenangan. Kewenangan untuk 
merencanakan, memutuskan, dan mengatur dari pemerintah pusat 
                                                             
5
 Riant Nugroho D,Desentralisasi Tanpa Revolusi,Jakarta:2000,Hal 42-43 
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kelembaga lembaga yang lain. Ada empat bentuk utama desentralisasi, 
yaitu dekonsentrasi, delegasi kelembaga lembaga semi otonom atau antar 
daerah, pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah, dan peralihan 
fungsi dari lembaga lembaga swadaya masyarakat. 
Pertama, dekonsentrasi mencakup retribusi tanggung jawab 
administratif hanya di dalam badan pemerintah pusat. Menurut Hendry 
Maddick, dekonsentrasi merupakan pendelegasian kewenangan sebagai 
fungsi fungsi khusus dari pemerintah pusat terhadap staf yang ada di 
bawahnya. Kedua, delegasi kewenangan untuk mengambil keputusan dan 
manajemen atas fungsi fungsi khusus kepada lembaga lembaga yang 
tidak berada dibawah kontrol langsung kementrian pemerintah pusat. 
seringkali lembaga lembaga yang menerima delegasi peran peran 
pembangunan tersebut memiliki kewenangan semi otonom untuk 
melaksanakan tanggung jawabnya dan bahkan tidak berada di dalam 
struktur pemerintahan atap. Ketiga, bentuk desentralisasi yang lain 
berupaya menciptakan atau memperkokoh tingkat atau satuan satuan 
pemerintah independen melalui devolusi peran dan kewenangan. Melalui 
devolusi, pemerintah pusat melepaskan fungsi fungsi tertentu atau 
membentuk satuan satuan baru pemerintah yang berada di luar control 
langsungnya. Keempat, di banyak negara desentralisasi dilakukan melalui 
tugas perencanaan dan tanggung jawab administratif tertentu, atau 
peralihan fungsi publik, dari pemerintah kelembaga lembaga sukarela, 
swasta atau non pemerintah(LSM). Pada kasus tertentu, pemerintah dapat 
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memindahkan hak untuk memberi ijin, mengatur, atau mengawasi anggota 
anggotanya dalam melaksanakan tugas tugasnya yang sebelumnya 
dikontrol oleh pemerintah kelembaga lembaga paralel seperti asosiasi 
industri dan perdagangan nasional, lembaga professional atau pakar, 
partai politik, atau koperasi. 
Menurut Joeniarto, desentralisasi adalah memberikan wewenang 
dari pemerintah negara kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan 
mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri. 
Amrah Muslimin, mengartikan desentralisasi adalah pelimpahan 
wewenang pada badan badan dan golongan golongan dalam masyarakat 
dalam daerah tertentu untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Lebih 
lanjut Amrah Muslimin membedakan desentralisasi menjadi desentralisasi 
politik, desentralisasi fungsional,dan desentralisasi kebudayaan. 
Desentralisasi politik adalah pelimpahan kewenangan dari pemerintah 
pusat, yang menimbulkan hak mengurus kepentingan rumah tangga 
sendiri bagi badan badan politik daerah, yang dipilih oleh rakyat dalam 
daerah daerah tertentu. Desentralisasi fungsional adalah pemberian hak 
dan kewenangan pada golongan golongan mengurus suatu macam atau 
golongan kepentingan dalam masyarakat, baik terikat ataupun tidak pada 
suatu daerah tertentu, seperti mengurus kepentingan irigasi bagi golongan 
tani dalam suatu atau beberapa daerah tertentu. Desentralisasi 
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kebudayaan memberikan hak pada golongan golongan kecil dalam 
masyarakat menyelenggarakan kebudayaanya sendiri.6 
Secara teoritik, kemampuan Pemerintah antara lain terbentuk 
melalui penerapan azas desentralisasi, yaitu adanya pelimpahan 
wewenang dari tingkat atas organisasi kepada tingkat bawahnya. Melalui 
pelimpahan wewenang itulah pemerintah pada tingkat bawah diberi 
kesempatan untuk mengambil inisiatif dan mengembangkan kreativitas, 
mencari solusi terbaik atas setiap masalah yang dihadapi dalam 
pelaksanaan tugas sehari hari.7 Sedangkan otonomi daerah adalah 
kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang undangan. Sedangkan 
daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai 
batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 
masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
Pemerintah daerah dengan otonomi adalah proses peralihan dari 
sistem dekonsentrasi ke sistem desentralisasi. Otonomi adalah 
penyerahan urusan Pemerintah pusat kepada Pemerintah daerah yang 
bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Tujuan 
otonomi adalah mencapai efisiensi dan efektivitas dalam pelayanan 
kepada masyarakat. Dengan otonomi ini terbuka kesempatan bagi 
                                                             
6
  Ni’matul Huda, Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Nusamedia, Bandung, 2014, 
Hlm. 34-38. 
7
  Bambang Yudoyono,Otonomi Daerah. Sinar Harapan, Jakarta: 2011.hal 20 
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pemerintah daerah secara langsung membangun kemitraan dengan publik 
dan pihak swasta daerah  yang bersangkutan dalam berbagai bidang.8 
Visi otonomi daerah itu sendiri dapat dirumuskan dalam tiga ruang 
lingkup interaksinya yang utama: politik, ekonomi, sosial dan budaya. 
Bidang politik, karena otonomi daerah adalah buah dari kebijakan 
desentralisasi dan demokratisasi, maka ia harus dipahami sebagai sebuah 
proses untuk membuka ruang bagi lahirnya kepala pemerintahan daerah 
yang dipilih secara demokratis, memungkinkan berlangsungnya 
penyelenggaraan pemerintah yang responsive terhadap kepentingan 
masyarakat luas, memelihara suatu mekanisme pengambilan keputusan 
yang taat pada asas pertanggungjawaban publik. 
Di bidang ekonomi, otonomi daerah disatu pihak harus menjamin 
lancarnya pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain 
pihak terbukanya peluang bagi Pemerintah daerah mengembangkan 
kebijakan regional dan lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan 
potensi ekonomi di daerahnya. Di bidang sosial dan budaya, otonomi 
daerah harus dikelola sebaik mungkin demi menciptakan dan memelihara 
harmoni sosial dan pada saat yang sama memelihara nilai nilai lokal yang 
dipandang bersifat kondusif terhadap kemampuan masyarakat merespon 
dinamika kehidupan disekitarnya.9Selanjutnya Surundajang juga 
memberikan lima klarifikasi daerah otonom, yaitu: 
a. Otonomi organik atau rumah tangga organik. 
                                                             
8
 Haw Widjaja,Otonomi Daerah dan Daerah Otonom.PT rajagrafindo,Jakarta:2002. Hal 
76 
9
 Syamsuddin Haris,Desentralisasi dan Otonomi Daerah.LIPI Press,Jakarta:2007.Hal 9 
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Otonomi ini mengatakan bahwa rumah tangga adalah  keseluruhan 
urusan-urusan yang menentukan mati hidupnya badan otonomi atau 
daerah otonom. 
b. Otonomi formal atau rumah tangga formal. 
Adapun yang dimaksud dengan otonomi formal adalah apa yang 
menjadi urusan otonomi itu tidak dibatasi secara positif. Satu-satunya 
pembatasan ialah daerah otonom yang bersangkutan tidak boleh 
mengatur apa yang telah diatur oleh perundangan yang lebih tinggi 
tingkatannya. 
c.  Otonomi materiil atau rumah tangga matreriil 
Kewenangan daerah otonom itu dibatasi secara positif yaitu dengan 
menyebutkan secara limitatif dan terinci atau secara tegas apa saja 
yang berhak diatur dan diurusnya. 
d. Otonomi riil atau rumah tangga riil 
Pada perinsipnya menyatakan bahwa penentuan tugas pengalihan 
atau penyerahan wewenang–wewenang urusan tersebut didasarkan 
kepada kebutuhan dan keadaan serta kemampuan daerah yang 
menyelenggarakan.10 
Menurut Josef Riwu Kaho ada beberapa faktor/syarat yang perlu 
mendapat perhatian yaitu: pertama, faktor manusia pelaksana, manusia 
pelaksananya harus baik adalah faktor yang esensial dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pentingnya faktor ini, karena 
                                                             
10 Op. Cit.Hlm. 47. 
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manusia merupakan subyek dalam setiap aktivitas pemerintahan. 
Manusialah yang merupakan pelaku dan penggerak proses mekanisme 
dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, agar mekanisme 
pemerintahan tersebut berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni sesuai 
dengan tujuan yang diharapkan, maka manusia atau subyek atau 
pelakunya harus baik pula. 
Kedua, faktor keuangan daerah, keuangan penting dalam dalam 
setiap kegiatan pemerintahan, karena hampir tidak ada kegiatan 
pemerintahan yang tidak membutuhkan biaya. Makin besar jumlah uang 
yang tersedia, makin banyak pula kemungkinan kegiatan atau pekerjaan 
yang dapat dilaksanakan. Untuk dapat memiliki keuangan yang memadai 
dengan sendirinya daerah membutuhkan sumber keuangan yang cukup 
pula.  
Adapun sumber pendapatan asli daerah yaitu: (a) hasil pajak 
daerah, (b) hasil retribusi daerah, (c) hasil perusahaan daerah, serta 
(d)lain-lain hasil usaha daerah yang sah.  Dengan demikian untuk 
menciptakan suatu pemerintahan daerah yang baik dan yang dapat 
melaksanakan tugas otonominya dengan baik, maka faktor keuangan ini 
mutlak diperlukan. 
Ketiga, faktor peralatan, pengertian peralatan di sini adalah setiap 
benda atau alat yang dapat dipergunakan untuk memperlancar pekerjaan 
atau kegiatan pemerintah daerah. Peralatan yang baik (praktis, efisien, 
dan efektif) dalam hal ini jelas diperlukan bagi terciptanya suatu 
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pemerintah daerah yang baik, seperti alat-alat kantor, alat-alat komunikasi 
dan transportasi, dan sebagainya. 
Keempat, faktor organisasi dan manajemen, organisasi yang 
dimaksud adalah organisasi yang dimaksudkan adalah organisasi dalam 
arti struktur yaitu susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi 
beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugasnya dan hubungannya satu 
sama lain, dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan yang 
dimaksud dalam manajemen adalah proses manusia yang menggerakkan 
tindakan dalam usaha kerja sama, sehingga tujuan yang telah ditentukan 
benar-benar tercapai. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa agar otonomi daerah dapat 
dilaksanakan dengan baik, maka diperlukan organisasi dan manajemen 
pemerintahan daerah yang baik pula. Manajemen pemerintahan daerah 
yang baik tergantung pada kepala daerah (beserta staffnya) dalam 
menggerakkan peralatan seefisien dan seefektif mungkin untuk mencapai 
tujuan yang telah ditetapkan dalam undang-undang.11  
2.2  Tinjauan tentang Pemerintah  
Pemerintah sebagai representasi negara tentu memiliki tugas dan 
fungsi, sebagaimana tujuan awal di bentuknya sebuah negara. Adapun 
tujuan suatu negara diantaranya (a) untuk memperluas kekuasaan 
semata-mata, (b) menyelenggarakan ketertiban hukum, (c) mencapai 
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kesejahteraan umum.12 Pendapat lain dikemukakan oleh Rasyid yang 
menyebutkan secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan mencakup: 
Pertama, menjamin keamanan negara dari segala kemungkinan serangan 
dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang 
dapat menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara 
kekerasan. 
Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya 
gontok-gontokan diantara warga masyarakat, menjamin agar perubahan 
apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara 
damai. Ketiga, menjamin diterapkannya perlakuan yang adil kepada setiap 
warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang 
melatarbelakangi keberadaan mereka. Keempat, melakukan pekerjaan 
umum dan memberikan pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak 
mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintahan, atau yang akan lebih 
baik jika dikerjakan oleh pemerintah. 
Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan 
kesejahteraan sosial: membantu orang miskin dan memelihara orang 
cacat, jompo dan anak terlantar, menampung serta menyalurkan para 
gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif, dan semacamnya. 
Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan 
masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflasi, mendorong 
penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestik dan 
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 Inu Kencana Dan Andi Azikin, Perbandingan Pemerintahan, Refika Aditama, Bandung 
:2007. Hlm. 15. 
30 
 
antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin 
peningkatan ketahanan ekonomi negara dan masyarakat. Ketujuh, 
menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan 
lingkungan hidup, seperti air, tanah dan hutan.13 
Lebih lanjut Ryaas Rasyid menyatakan bahwa tugas-tugas pokok 
tersebut dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakiki yaitu: (1) pelayanan 
(service), pemberdayaan (empowerment), pembangunan (development). 
Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, 
pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan 
pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.  
a. Pelayanan (service) 
 Pelayanan yang dimaksud disini adalah bagaimana perilaku 
pemeritah dalam melakukakan pelayanan publik (public service) dan civil 
service. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan 
pemerintah  pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan 
masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan 
pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter dan 
peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan 
publik (public service) dan pelayanan sipil (civil service) yang menghargai 
kesetaraan. 
Dalam konsep pelayanan terdapat beberapa sifat pelayanan yaitu: 
(a) pelayanan yang sifatnya ke dalam (b) pelayanan yang sifatnya ke luar 





(c) pelayanan pemerintahan (d) pelayan civil dan pelayanan publik. 
Pelayanan yang sifatnya kedalam dilakukan oleh unit-unit staf atau unit-
unit lainnya yang tidak langsung memproduksi layanan bagi konsumer di 
luar organisasi. Adapun bentuk-bentuk pelayanan ke dalam yaitu: (a) 
pemberian informasi (pelayanan informative) (b) pemberian pertimbangan 
(pelayanan advisory) (c) atas nama kepala melakukan supervise 
(pelayanan supervisory) (d) mewakili kepala (pelayanan alter ego).   
Pelayanan ke luar dilakukan oleh pihak yang melayani terhadap 
pihak yang dilayani digerakkan oleh beberapa motif: (a) pelayanan 
bermotif bisnis, (b) pelayanan bermotif mutualistikunan kebersamaan (win-
win commitment), (c) pelayanan bermotif kewajiban, (d) pelayanan 
bermotif commitment atau self commitment, (e) pelayanan bermotif 
kewajiban sosial yang bersumber dari posisi dan citra, (f) bermotif 
tanggung jawab sebagai cause, dan (g) pelayanan bermotif pengorbanan. 
Pelayanan pemerintahan, pelayanan pemerintahan meliputi dua sisi yaitu 
sisi individu ( pengakuan terhadap hak asasi manusia, penghargaan 
terhadap martabat kemanusiaan, perlindungan dan penyelamatan 
terhadap jiwa manusia dan harta bendanya dan penerapan nilai-nilai 
kemanusian ) yang disebut pelayanan civil, dan sisi masyarakat yang 
disebut pelayanan publik. Pelayanan civil  dan pelayanan publik, pelayan 
yang bersifat  civil   menurut kamus didefinisikan sebagai cabang 
pelyanan publik, yaitu fungsi pemerintahan di luar armed service. 
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Ada empat unsur konsep civil service: (a) badan professional, (b) 
permanen (melalui recruitment bukan pemilihan, melalui selection bukan 
election), (c) dibayar (dengan pajak, bukan bukan dari hasil penjualan 
layanan, (d) ahli (menguasai bidangmya, terlatih). Jadi konsep civil service  
dapat diartikan sebagai badan atau lembaga, dan dapat juga diartikan 
sebagai fungsi atau kegiatan. 
b. Pemberdayaan (empowerment) 
untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini 
menuntut pemberdayaan pemerintah daerah dengan kewenangan yang 
cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna melaksanakan 
berbagai urusan yang didesentralisasikan. Untuk itu pemerintah daerah 
perlu meningkatkan peran serta masyarakat dan swasta dalam kegiatan 
pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. 
Kebijakan pemerintah, pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan 
aktifitas ekonomi masyarakat, yang pada jangka panjang dapat 
menunjang pendanaan pemerintah daerah. Dalam fungsi ini pemerintah 
harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, 
sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di daerah dapat 
ditingkatkan. Lebih-lebih apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, 
baik dalam peraturan maupun dalam tindakan nyata pemerintah. 
c. Pembangunan (development) 
menuntut pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dimana 
fungsi pemerintah harus melakukan pembangunan sebagaimana 
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kewenangan yang dimiliki. dengan demikian segala aktifitas masyarakat 
dapat berjalan dengan lancar karena di dukung oleh infrastruktur yang 
memadai. Misalnya pembangunan jalan, penerangan, bendungan dan 
lain-lain.14 
2.3. Tinjauan tentang Pendapatan Asli Daerah 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh 
daerah yang dipungut berdasarkan peraturan perundang undangan yang 
bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali 
pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas 
desentralisasi.15 pendapatan asli daerah terdiri dari pajak, retribusi, hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti 
bagian laba, deviden, dan pejualan saham milik daerah serta pinjaman 
dan pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil pejualan aset tetap 
daerah dan jasa giro.16 Undang-undang nomor 33 tahun 2004 pasal 6 
tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari : (a) 
pajak daerah, (b) retribusi daerah, (c) hasil perusahaan milik daerah, hasil 
pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, (d) lain-lain pendapatan 
asli daerah  yang sah.17 
                                                             
14 Taliziduhu Ndraha, Kybernologi Sebuah Rekonstruksi Ilmu Pemerintahan, Rineka 
Cipta, Jakarta: 2005, hlm. 58-77 
15
Ahmad Yani,Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah,Jakarta; Rajawali 
Pers,2013.hal 51 
16
Wijaya,HAW, Dalam Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia Dalam Rangka Sosialisasi 
Uu No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta:PT RajaGrafindo 
persada 2005.hal 78.  
17 Op. Cit. 
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2.3.1 Sumber Pendapatan Asli Daerah 
a. Pajak Daerah  
Pajak merupakan sumber keuangan pokok bagi daerah daerah 
disamping retribusi daerah. pengertian pajak secara umum telah diajukan 
oleh para ahli, misalnya rochmad sumitro yang mengatakan bahwa pajak 
ialah iuran rakyat kepada kas Negara (peralihan kekayaan dari sektor 
partikelir ke sektor Pemerintahan) berdasarkan undang–undang (dapat di 
paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbale (tegen prestatie), 
untuk membiayai pengeluaran umum (publike vitgaven ), dan yang 
digunakan sebagain alat pencegah atau pendorong untuk mencapai 
tujuan yang ada di luar bidang keuangan.Dari pendapat tersebut diatas 
terlihat bahwa ciri mendasar pajak adalah : 
a. Pajak dipungut oleh negara berdasarkan kekuatan undang undang 
dan/atau peraturan hukum lainya. 
b. Pajak dipungut tanpa adanya kontra prestasi yang secara langsung 
dapat di tunjuk. 
c. Hasil pungutan pajak di gunakan untuk menutup pengeluaran Negara 
dan sisanya apabila masih ada  digunakan untuk investasi. 
d. Pajak di samping sebagai sumber keuangan negara juga berfungsi 
sebagai pengatur. 
Pemerintah daerah dalam melakukan pemungutan pajak daerah 
telah dibatasi jumlah dan jenisnya mengacu pada undang undang nomor 




28 tahun 2009 pasal 2 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Adapun 
jenis pajak provinsi terdiri atas: (a) Pajak Kendaraan Bermotor, (b) Bea 
Balik Nama Kendaraan Bermotor, (c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan 
Bermotor, (d) Pajak Air Permukaan, dan (e) Pajak Rokok. Jenis jenis pajak 
daerah untuk Kabupaten/Kota antara lain ialah: Pajak hotel, pajak 
restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak 
mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak 
sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, 
biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan.18 Untuk dapat 
meningkatkan pendapatan asli daerah dari sumber pajak dan retribusi 
daerah, pemerintah daerah harus meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia yang dimilikinya terutama aparat perpajakan, baik kualitas 
intelektual maupun kualitas moralnya, sehingga mampu menggali sumber 
sumber pajak dan retribusi daerah baik melalui cara intensifikasi maupun 
melalui cara ekstensifikasi dengan menggali objek objek pajak yang baru. 
Usaha lain yang dapat dilakukan adalah dengan menarik investor 
agar bersedia menanamkan modalnya di daerah, dengan melakukan 
promosi serta menciptakan suasana yang kondusif untuk dunia usaha. 
Usaha ini di samping dapat meningkatkan pendapatan daerah melalui 
pajak, juga dapat membuka lapangan kerja baru, di samping itu juga 
harus ada upaya untuk mengembangkan perusahaan daerah baik dengan 
membentuk perusahaan daerah yang baru di bidang bidang usaha yang 
                                                             





potensial, atau merestrukturisasi perusahaan daerah yang sudah ada, 
sehingga dapat memberi keuntungan bagi daerah. Perlu juga di lakukan 
penyuluhan penyuluhan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat 
dalam membayar pajak dan retribusi di sertai usaha peningkatan kualitas 
aparat pajak, baik secara intelektual, maupun secara moral, sehingga 
pemungutan pajak dan retribusi daerah dapat terlaksana secara efektif.19 
b. Retribusi Daerah 
Sumber pendapatan daerah yang lebih penting lainya adalah 
retribusi daerah. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran 
pembayaran kepada negara yang dilakukan oleh mereka yang 
menggunakan jasa jasa Negara. Atau merupakan iuran kepada 
pemerintah yang dapat di paksakan dan jasa balik secara langsung dapat 
ditunjuk. paksaan di sini bersifat ekonomis karna siapa saja yang tidak 
merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran itu. 
Pengertian retribusi daerah dapat ditelusuri dari pendapat-pendapat 
sebagai berikut ini. Panitia Nasrun, merumuskan retribusi daerah sebagai 
berikut: Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran 
pemakaian atau karna memperolah jasa pekerjaan, usaha atau milik 
daerah untuk kepentingan umum, atau karena jasa yang diberikan oleh 
daerah baik langsung maupun tidak langsung. Adapun ciri ciri pokok 
retribusi daerah sebagai berikut: Retribusi di pungut oleh daerah, dalam 
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pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan daerah yang langsung 
dapat di tunjuk, retribusi di kenakan kepada siapa saja yang 
memanfaatkan,atau mengenyam jasa yang di sediakan daerah.20 
C. Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengolahan Kekayaan Milik 
Daerah  yang dipisahkan.  
Sumber pendapatan asli daerah selanjutnya adalah perusahaan 
daerah dalam hal ini laba perusahaan daerahlah yang diharapkan sebagai 
sumber pemasukan bagi daerah. Oleh sebab itu, dalam batas batas 
tertentu pengelolaan perusahaan haruslah bersifat professional dan harus 
tetap berpegang pada prinsip ekonomi secara umum, yakni efisiensi. 
Perusahaan daerah adalah suatu badan usaha yang di bentuk oleh 
daerah untuk memperkembangkan perekonomian daerah dan untuk 
menambah penghasilan daerah, dari kutipan diatas tergambar dua fungsi 
pokok, yakni sebagai dinamisator perekonomian daerah yang berarti 
harus mampu memberikan rangsangan/stimulus bagi berkembangnya 
perekonomian daerah dan sebagai penghasil pendapatan daerah. Ini 
berarti perusahaan daerah harus mampu memberikan manfaat ekonomis 
sehingga terjadi keuntungan yang dapat disetorkan ke kas daerah. 
Tujuan perusahaan daerah adalah untuk turut serta melaksanakan 
pembangunan daerah khusunya dan pembagunan ekonomi nasional pada 
umumnya untuk memenuhi kebutuhan rakyat dengan mengutamakan 
industrialisasi dan ketentraman serta ketenangaan kerja dalam 
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 Ibid. hal 170-171.                    
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perusahaan, menuju masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan 
ketentuan di atas maka walaupun perusahaan daerah merupakan salah 
satu komponen yang di harapkan dapat memberikan kontribusinya bagi 
pendapatan daerah, tapi sifat utama dari perusahaan daerah bukanlah 
beriorentasi pada fropit (keuntungan), akan tetapi justru dalam 
memberikan jasa dan menyelenggarakan kemanfaatan umum. atau 
dengan perkataan lain, perusahaan daerah menjalankan fungsi ganda 
yang harus tetap terjamin keseimbanganya, yakni fungsi sosial dan fungsi 
ekonomi.21 
c. Lain lain Pendapatan Asli Daerah yang sah 
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana yang  
dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d, undang undang nomor 33 tahun 
2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah 
meliputi: Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa 
giro, pendapatan bunga, keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap 
mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat 
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 Ibid. Hlm. 187-188. 
22
 Op. Cit. 
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2.4  Tinjauan tentang sektor perikanan 
Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor 
ekonomi yang memiliki peranan dalam pembangunan ekonomi nasional, 
khususnya dalam penyediaan bahan pangan protein, perolehan devisa, 
dan penyediaan lapangan kerja. Pada saat krisis ekonomi, perairan sektor 
perikanan semakin signifikan, terutama dalam hal mendatangkan devisa. 
Akan tetapi ironisnya,sektor perikanan selama ini belum mendapat 
perhatian yang serius dari pemerintah dan kalangan pengusaha, padahal 
bila sektor perikanan di kelola secara serius akan memberikan kontribusi 
yang lebih besar serta dapat mengentaskan kemiskinan masyarakat 
Indonesia terutama masyarakat nelayan.23 
Pengertian perikanan menurut undang-undang Republik Indonesia 
nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan, pasal 1 ayat (1) yaitu perikanan 
adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan 
pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkunganya mulai dari praproduksi, 
produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang akan dilaksanakan 
dalam suatu sistem bisnis perikanan.24 Sedangkan izin usaha perikanan 
menurut peraturan daerah kabupaten barru nomor 9 tahun 2011 pasal 1. 
usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum 
untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk kegiatan 
                                                             
23 Mulyadi, Ekonomi Kelautan,PT RajaGrafindo Persada.Jakarta:2007 hal 15. 
24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan pada 
Pasal 1 ayat 1. 
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menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan 
komersil.25  
Sementara menurut peraturan daerah Kabupaten Barru nomor 5 
tahun 2008 tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah Kabupaten 
Barru pasal 27 menjelaskan dinas kelautan dan perikanan mempunyai 
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 
azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan. 
Dinas kelautan dan perikanan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana 
dimaksud dalam peraturan daerah Kabupaten Barru nomor 5 tahun 2008 
tentang organisasi dan tata kerja dinas daerah, pasal 27 ayat (1), 
menyelenggarakan fungsi: (a) perumusan kebijakan teknis 
penyelenggaraan dibidang kelautan dan Perikanan, (b) penyelenggaraan 
pelayanan umum di bidang kelautan dan perikanan, (c) pembinaan 
pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang kelautan dan perikanan, (d) 
pelaksanaan urusan tata usaha dinas, (e) pelaksanaan tugas lain yang 
diberikan oleh Bupati.26  
Kontribusi sektor perikanan dalam Pendapatan Asli Daerah  
Kabupaten Barru meliputi Retribusi Izin Usaha Perikanan dan Retribusi 
Tempat Pelelangan Ikan. Retribusi Izin Usaha Perikanan diatur dalam 
peraturan daerah Kabupaten Barru nomor 9 tahun 2011 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu. Pada pasal 13 berbunyi: Dengan nama retribusi izin 
                                                             
25 Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 9 tahun 2011 pasal 1 
26 Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Dinas Daerah, Pasal 27 ayat (1). 
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usaha perikanan dipungut retribusi atas pemberian izin kegiatan usaha 
pembudidayaan ikan. Dan pada pasal 14 objek retribusi izin usaha 
perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk 
melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan.27 
Sedangkan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di atur pada 
peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Retribusi Jasa Usaha. Pada pasal 1 ayat 16 dinyatakan Retribusi Tempat 
Pelelangan Ikan adalah pungutan yang dikenakan atas penggunaan atau 
pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta fasilitas lainya 
yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, termasuk tempat 
yang di kontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan 











                                                             
27
 Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 9 tahun 2011 Tentang Retribusi perizinan 
tertentu 
28 peraturan daerah Kabupaten Barru Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha 
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2.5  Kerangka konsep 
Otonomi Daerah merupakan hak dan kewenangan daerah otonom 
untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, 
sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 
tentang pemerintahan daerah. Kabupaten Barru yang merupakan salah 
satu daerah otonom dengan luas wilayah laut yang begitu besar, tentu 
dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber 
Pendapatan Asli Daerahnya, khususnya perikanan. Pendapatan Asli 
Daerah diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan 
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, dalam rangka 
meningkatkan dan memeratakan kesejahtraan masyarakat. Dengan 
demikian, daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur 
dan mengurus rumah tangganya sendiri. 
Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011  Pasal 13 
Tentang Retribusi izin Usaha Perikanan yakni melakukan pungutan 
retribusi atas pemberian izin kegiatan usaha pembudidayaan ikan. Serta 
Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Pasal 1 ayat ayat (16) Tentang 
Retribusi Tempat Pelelangan yakni pungutan yang dikenakan atas 
penggunaan atau pemanfaatan tempat pelelangan, jasa pelelangan serta 
fasilitas lainya yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah, 
termasuk tempat yang di kontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain 
untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 
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Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru yang merupakan 
Instansi Pemerintah Daerah yang mememiliki tugas pokok dan fungsi 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi 
dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan, tentu memiliki 
peran dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Sebagaimana yang 
tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru nomor 05 tahun 2008 
Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas daerah , pasal 27 ayat (2) yang 
berbunyi Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam melaksanakan tugas 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi yaitu: 
(a) perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang kelautan dan 
perikanan, (b) penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kelautan dan 
perikanan, (c) pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang 
kelautan dan perikanan, (d) pelaksanaan urusan tata usaha dinas, (e) 
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.  
Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, seperti 
menjalankan program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 
perikanan, program pengembangan budidaya perikanan, program 
pengembangan sistem penyuluhan perikanan. Dalam pelaksanaannya, 
tentu terdapat faktor yang mempengaruhi, baik itu bersifat pendukung 
maupun penghambat. Dengan berjalanya semua program yang ada. 
Tentu dapat memacu Peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Dari 
penjelasan diatas skema penulisan dapat digambarkan dalam bagan 



























Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
Program-Program Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Barru 
a. Optimalisasi pengelolaan dan 
pemasaran produksi perikanan 
b. Pengembangan sistem 
penyuluhan perikanan 







a. Faktor Pendukung 
- Sinergitas dari setiap 
elemen pemerintah 
- Partisipasi Masyarakat 
(Pembudidaya) 
b. Faktor penghambat 
- Kualitas Sumber Daya 
Manusia Pembudidaya 
masih rendah 








 3.1  Lokasi Penelitian 
Penelitian ini berlokasi di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru dengan pertimbangan bahwa untuk mengetahui  peran 
Dinas kelautan dan Perikanan dalam Peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah sektor perikanan di Kabupaten Barru. 
3.2  Tipe dan Dasar Penelitian 
Tipe yang digunakan adalah tipe deskriptif. Tipe penelitian yang 
memberikan gambaran faktual, gejala gejala, fakta fakta, atau kejadian 
kejadian secara sistematis dan akurat. Mengenai Peran Dinas Kelautan 
dan Perikanan dalam  Peningkatan  Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Barru.29 
Dasar penelitian yang menggunakan metode studi kasus (case 
study) yang bertujuan untuk mangumpulkan dan menganalisa  suatu 
proses tertentu terkait fokus penelitian ini sehingga dapat menemukan 
ruang lingkup tertentu. Studi kasus  adalah salah satu metode penelitian 
 dalam  ilmu sosial. Dalam  riset  yang menggunakan metode ini, 
dilakukan pemeriksaan longitudinal yang mendalam terhadap suatu 
keadaan atau kejadian yang disebut sebagai kasus dengan menggunakan 
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 Nurul Zuriah, Metode Penelitian Sosial Dan Pendidikan, PT Bumi Aksara, Malang:2005 




cara cara yang sistematis dalam melakukan pengamatan, 
pengumpulan data, analisis informasi, dan pelaporan hasilnya. 
Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman yang mendalam 
tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar bagi riset 
selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan dan 
menguji hipotesis. Studi kasus (case study) adalah suatu strategi riset, 
penelaahan empiris yang menyelidiki suatu gejala dalam latar kehidupan 
nyata.  
Strategi ini dapat menyertakan bukti kuantitatif yang bersandar 
pada berbagai sumber dan perkembangan sebelumnya dari proposisi 
teoretis. Studi kasus dapat menggunakan bukti baik yang bersifat 
kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian dengan subjek tunggal 
memberikan kerangka kerja statistik untuk membuat inferensi dari data 
studi kasus kuantitatif.30 
3.3 Sumber Data 
Jenis data dalam penelitian ini adalah : 
1. Data Primer, data yang diperoleh dari hasil observasi visual, dilakukan 
untuk mengetahui hasil wawancara yang dilakukan pada responden 
responden yang ikut serta dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah 
dari Sektor Perikanan. 
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Soejono dan abdulrahman. Metode Penelitian, Suatu Pemikiran Dan Penerapan, 




2. Data sekunder, data yang diperoleh dari dokumen dokumen, catatan 
catatan, laporan laporan, maupun arsip arsip resmi yang diperoleh dari 
Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru. 
3.4   Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini 
maka penulis melakukan penelitian dengan cara : 
a. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang didapatkan dari sumbernya, 
baik orang orang telah ditetapkan sebagai sumber informan maupun 
kondisi riil yang didapat langsung dilokasi penelitian dengan cara 
melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam rangka 
pengumpulan data ini. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
antara lain sebagai berikut : 
1. Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang 
dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan obyek 
penelitian. 
2. Interview atau wawancara mendalam yaitu mengadakan 
wawancara dengan informan yang bertujuan untuk menggali 
informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang 
berhubungan dengan permasalahan penelitian.  
3. Dokumentasi yaitu arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris 
yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Menurut 
Arikunto, dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau 
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variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, 
prasasti, notulen rapat, legger, agenda, dan sebagainya.31 
4. Studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data data sekunder, dan 
dengan cara membaca berbagai literatur atau buku buku, karangan 
dan dokumen lain serta catatan catatan lainya yang relevan dalam 
penulis ini. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lembaga 
atau institusi tertentu atau pelengkap yang diperoleh melalui 
dokemen dokumen atau catatan catatan resmi yang dibuat oleh 
sumber sumber yang berwenang yang berkaitan langsung dengan 
objek yang diteliti. Data ini diperoleh dengan mengumpulkan dan 
mencatat laporan laporan, dokumen dokumen, catatan- catatan 
surat lokal harian dan nasional dan data online. 
3.5  Informan Penelitian 
Informan merupakan orang-orang yang memiliki pemahaman atau 
bahkan orang-orang yang juga pelaku yang terlibat langsung dalam peran 
Dinas Kelautan dan Perikanan dalam peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah. Sektor perikanan di Kabupaten Barru. Adapun yang menjadi 
informan dalam penelitian ini adalah :  
a. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru. 
b. Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Kelautan  dan 
Perikanan Kabupaten Barru. 
                                                             
31 Ibid. Hlm. 32. 
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c. Kepala Bidang Perikanan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru. 
d. Kepala Seksi Dinas Pengelola Keuangan Kabupaten Barru. 
e. Pemilik tambak Perikanan Di kabupaten Barru. 
3.6   Analisis Data 
Dalam menganalisa data yang diperoleh, peneliti menggunakan 
teknik analisa kualitatif yakni data yang diperoleh dianalisis dan disajikan 
dalam bentuk kata-kata lisan maupun tertulis yang ditunjang dengan data 
kuantitatif dan kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk menggambarkan 
secara sistematika fakta-fakta dan data-data yang diperoleh. Serta hasil-
hasil penelitian baik dari hasil study lapang maupun study literature untuk 
kemudian memperjelas gambaran hasil penelitian, Robert C. Bogdan, 
menyatakan bahwa: 
“Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis 
data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 
bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya 
dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dapat dilakukan 
dengan mengorganisasikan data, memilih mana yang penting dan yang 
akan dipelajari serta membuat  kesimpulan yang akan diceritakan 













3.7  Defenisi Operasional 
Dalam rangka memudahkan proses analisis data yang diperoleh, 
maka defenisi operasional yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian 
ini antara lain. 
a. Peran dinas kelautan dan perikanan yang dimaksud adalah 
pelaksanaan program program dalam rangka peningkatan Pendapatan 
Asli Daerah (PAD). Program-program itu antara lain. 
1. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 
perikanan. 
2. Program pengembangan budidaya perikanan. 
3. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan. 
b. Faktor yang mempengaruhi, yang dimaksud adalah segala sesuatu 
yang menjadi pendukung dan penghambat dinas kelautan dan 
perikanan dalam peningkatkan Pendapatan Asli Daerah sektor 

















HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1.  Gambaran umum kabupaten Barru 
4.1.1  Sejarah 
Kabupaten Barru lahir berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi 
Selatan. Kabupaten Barru terbagi dalam 7 Kecamatan dan 54 
Desa/Kelurahan. Sebelum dibentuk sebagai suatu Daerah Otonom 
berdasarkan UU No. 29 Tahun1959 pada tahun 1961, Daerah ini terdiri 
dari 4 Wilayah Swapraja di dalam kewedanaan Barru Kabupaten Pare-
Pare lama, masing-masing Swapraja Barru, Swapraja Tanete, Swapraja 
Soppeng Riaja dan bekas Swapraja Mallusetasi. Ibu Kota Kabupaten 
Barru sekarang bertempat di bekas ibu Kota Kewedanaan Barru. 
Kabupaten Barru dahulu sebelum terbentuk adalah sebuah kerajaan kecil 
yang masing - masing dipimpin oleh seorang Raja yaitu Kerajaan Berru 
(Barru), Kerajaan Tanete, Kerajaan Soppeng Riaja, dan Kerajaan 
Mallusetasi.  
Di masa pemerintahan Belanda dibentuk Pemerintahan Sipil 
Belanda dimana wilayah Kerajaan Berru, Tanete dan Soppeng Riaja 
dimasukkan dalam wilayah Onder Afdelling Barru, yang bernaung 
dibawah Afdelling Pare-Pare sebagai kepala Pemerintahan Onder 
Afdelling diangkat seorang control Belanda yang berkedudukan di Barru, 
sedangkan ketiga bekas kerajaan tersebut diberi status sebagai Self 
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Bestuur (Pemerintahan Kerajaan Sendiri) yang mempunyai hak otonom 
untuk menyelenggarakan pemerintahan sehari-hari baik terhadap 
eksekutif maupun di bidang yudikatif. Dari sejarahnya, sebelum menjadi 
daerah-daerah Swapraja pada permulaan kemerdekaan bangsa 
Indonesia, keempat wilayah Swapraja ini merupakan bekas Selfbestuur di 
dalam Afdeling Pare-Pare masing-masing bekas Selbesteuur Mallusetasi 
yang daerahnya sekarang menjadi Kecamatan mallusetasi dengan Ibu 
Kota Palanro, adalah penggabungan bekas-bekas Kerajaan Lili dibawah 
kekuasan Kerajaan Ajattapareng oleh Belanda sebagai Selfbestuur,yakni 
Kerajaan Lili Bojo dan Lili Nepo.  
Bekas selfbestuur Soppeng Riaja yang merupakan penggabungan 
empat Kerajaan Lili dibawah bekas Kerajaan Soppeng (Sekarang 
Kabupaten Soppeng) sebagai satu Selfbestuur, ialah bekas Kerajaan Lili 
Siddo, LiliKiru-Kiru, Lili Ajakkang, dan lili Balusu. Kemudian bekas 
Selfbestuur Barru yang sekarang menjadi Kecamatan Barru dengan ibu 
kotanya Sumpang Binangae yang sejak semula memang merupakan 
suatu bekas kerajaan kecil yang berdiri sendiri. Selanjutnya bekas   
dengan pusat pemerintahannya di Pancana daerahnya sekarang menjadi 
tiga kecamatan masing-masing Kecamatan Tanete Rilau, Kecamatan 
Tanete Riaja, dan Kecamatan Pujananting.  
Seiring dengan perjalanan waktu, maka pada tanggal 24 Pebruari 
1960 yang merupakan tongkak sejarah yang menandai awal kelahiran 
Kabupaten Daerah TK.II Barru dengan Ibukota Barru berdasarkan 
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Undang-Undang Nomor 229 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah-
Daerah Tk. II di Sulawesi Selatan. KabupatenBarru terbagi dalam 7 
kecamatan dan 54 desa/kelurahan. 
4.1.2  Letak geografis 
Kabupaten Barru terletak diantara koordinat 4 0,5’49’– 4 47’35’ 
Lintang Selatan dan 199 35’ 00’ – 119 49’16’ Bujur Timur dengan luas 
daerah sekitar 1174,72 Km2 
Batas-batas Kabupaten Barru: 
 Sebelah Utara dengan Kota Parepare 
Sebelah Timur dengan Kabupaten Soppeng dan Kabupaten Bone 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pangkep 
 Sebelah Barat dengan Selat Makassar 






Kabupaten Barru terletak pada jalan Trans Sulawesi dan 
merupakan daerah lintas provinsi yang terletak antara Kota Makassar dan 
Kota Pare-Pare. Secara administratif kecamatan yang ada di Kabupaten 
Barru dapat dilihat pada tabel beriku 
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Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Barru 
No KECAMATAN DESA/KELURAHAN 
     LUAS 
Km2 % 
1 TANETE  RIAJA 7 174,29 14,84 
2 TANETE  RILAU 10 79,17 6,74 
3  B A R R U 10 199,32 16,97 
4  SOPPENG RIAJA 7 78,90 6,71 
5  MALLUSETASI 8 216,58 18,44 
6  PUJANANTING 6 314,26 26,75 
7 BALUSU 6 112,20 9,55 
TOTAL 54 1174,72 100% 
Sumber Data : Bps Kabupaten Barru dalam Angka 2014 
 Berdasarkan tabel diatas, terbukti bahwa Pembagian wilayah 
administratif Kabupaten barru dari tujuh kecamatan dikabupaten barru 
yang terluas adalah kecamatan mallusetasi dengan luas 314 km dan 
memiliki delapan desa/kelurahan, sedangkan yang kecamatan yang paling 
kecil yaitu kecamatan soppeng riaja dengan luas 78.90 km. Dan memiliki 
tujuh desa/ kelurahan, 
4.1.3  Kependudukan 
Table 4.2 Jumlah penduduk dan rasio jenis kelamin menurut kecamatan di 
Kabupaten Barru, 
 
NO Kecamatan Laki laki Perempuan Total Rasio jenis 
kelamin 
1 TANETE RIAJA 10 609 11 733 22 342 91 
2 PUJANANTING 6 383 6 662 13 045 96 
3 TANETE RILAU 15 941 17 485 33 426 91 
4 B A R R U 18 851 20 222 39 073 94 
5 SOPPENG RIAJA 8 676 9 274 17 950 94 
6 BALUSU 8 517 9 414 17 931 91 
7 MALLUSETASI 12 216 13 319 25 535 92 
  Total           169302 
Sumber Data : Bps Kabupaten Barru dalam Angka 2014 
55 
 
 Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk menurut kecamatan di 
kabupaten barru terbukti bahwa, jumlah penduduk yang paling banyak 
adalah kecamatan barru dengan jumlah penduduk 39.073 sedangkan 
jumlah penduduk yang paling sedikit ditempati oleh kecamatan 
pujananting dengan jumlah penduduk 13,045. 
4.1.4  Ketenagakerjaan 
Tabel 4.3 lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di  Kabupaten Barru 
NO Lapangan pekerjaan 
utama 
Laki laki Perempuan jumlah 
1 Pertanian, kehutanan, 
perikanan 
22 466  3 477 25 943 
2 Industri pengolahan 1 537 721 2 258 
3 Perdangangan besar,  
eceran, rumah makan 
3 178 5 798 8 976 
4 Jasa kemasyarakatan 8 287 8 327 16 614 
5 lainya 5 678 238 5 916 
Sumber Data : Bps Kabupaten Barru dalam Angka 2014 
Berdasarkan tabel diatas terbukti bahwa lapangan pekerjaan yang 
paling banyak dikabupaten barru adalah pertanian, kehutanan, dan 
perikanan, dengan jumlah 25943 sedangkan lapangan pekerjaan yang 
paling sedikit adalah industri pengolahan dengan jumlah 2258.dan di 
urutan kedua ialah lapangan pekerjaan jasa kemasyarakatan. 
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4.1.5  Pemerintahan Kabupaten Barru 
Jumlah SKPD di Kabupaten Barru adalah 23 yang mana terdiri     
dari 14 dinas, 6 badan dan 4 kantor selain itu terdapat inspektorat dan 
sekda. 
a. Dinas 
1. Dinas Pekerjaan Umum 
2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil & Menengah, Perindustrian & 
Perdagangan 
3. Dinas Pertambangan dan Energi 
4. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan 
5. Dinas Kehutanan 
6. Dinas Peternakan 
7. Dinas Kelautan dan Perikanan 
8. Dinas Pengelola Keuangan Daerah 
9. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda & Olahraga  
10. Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika 
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 
12. Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja & Transmigrasi 
13. Dinas Kesehatan 
14. Dinas Pendidikan 
b.  Badan 
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
2. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa 
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3. Badan Ketahanan Pangan 
4. Badan kesbang, politik dan perlindungan Masyarakat 
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
6. Badan Kb Dan Pemberdayaan Perempuan 
c. Kantor 
1. Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan 
2. Kantor Perpustakaan, Arsip Dan Dokumentasi 
3. Kantor Pelayanan Perijinan Dan Penanaman Modal 
4. Kantor Lingkungan Hidup 
5. Sekretariat daerah 
6. Inspektorat daerah 
4.1.6  Visi Dan Misi Kabupaten Barru 
Kehadiran visi Kabupaten Barru ini, diharapkan mampu 
memberikan arah, menentukan keputusan, dan memotivasi seluruh aparat 
dan anggota masyarakat untuk mencapai tujuan. Visi juga akan 
memperkokoh kesatuan tim kerja agar energi yang ada dalam masyarakat 
dapat disalurkan, moral menjadi tinggi, dan komitmen terbentuk.  Visi 
tersebut dirumuskan sebagai berikut: 
‘Terwujudnya Kabupaten Barru lebih maju, sejahtera, taat azas dan 
bermartabat yang bernafaskan Keagamaan’ 
Penjelasan Visi: 
1. Lebih Maju: yakni peningkatan berbagai indikator pembangunan akan 
lebih baik seperti: pertumbuhan ekonomi, IPM, pendapatan perkapita, 
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angka harapan hidup, kehidupan keagamaan, dan berbagai indikator 
sosial, ekonomi dan politik lainnya. 
2. Sejahtera: memberikan rasa aman, menjamin keselamatan, 
ketenteraman, kesenangan hidup, dan memberikan kemakmuran pada 
seluruh masyarakat Barru. 
3. Taat azaz: maksudnya seluruh kegiatan yang dilakukan mengacu pada 
ketentuan hukum dan norma budaya/adat-istiadat setempat. Karena itu 
kegiatan dikembangkan sesuai dengan kaidah hukum dan penegakan 
hukum serta mengakar pada budaya/adat istiadat masyarakat Barru. 
Dengan demikian menjadi pelopor pengembangan kegiatan terpercaya 
dan diterima oleh masyarakat setempat.  
4. Bermartabat: mengutamakan harkat kemanusiaan dan harga diri, serta 
memiliki keunggulan. Kabupaten Barru akan bermartabat bila memiliki 
keunggulan daerah yang dapat membangun interkoneksitas 
(hubungan) dengan daerah dan wilayah lainnya. Menerapkan teknologi 
untuk mengelola sumberdayanya dan memperoleh nilai tambah 
sehingga mengurangi ketergantungannya kepada pihak lain, dan 
bahkan menghasilkan barang untuk kepentingan wilayah lainnya. 
5. Bernafaskan Keagamaan: bermakna bahwa seluruh aktifitas 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan 
kemasyarakatan berlandaskan nilai-nilai keagamaan. 
Berdasarkan visi tersebut di atas, maka misi pembangunan jangka 
menengah daerah yang ditetapkan sebagai berikut: 
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1. Meningkatkan kualitas manusia  
2. Optimalisasi pemanfaatan sumberdaya pembangunan untuk 
kesejahteraan masyarakat 
3. Menciptakan lingkungan yang kondusif  
4. Mengembangkan interkoneksitas wilayah. 
5. Mewujudkan tata kelola  yang baik dan bersih  
Berdasarkan visi dan misi, maka tujuan dan sasaran pembangunan 
jangka menengah daerah yang akan dicapai sebagai berikut : 
1. Meningkatkan kualitas manusia  
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 
 Meningkatnya angka partisipasi murni dan angka partisipasi kasar 
anak usia dini SD, SLTP, dan SLTA dan angka melanjutkan 
sekolah 
 Menurunnya angka buta huruf secara signifikan 
 Meningkatnya kualitas guru 
 Meningkatnya sarana prasarana 
 Meningkatnya proses belajar mengajar 
 Meningkatnya luaran pendidikan SD, SLTP, SLTA 
 Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan 
pendidikan 
 Meningkatnya PHBS masyarakat serta terwujudnya lingkungan 
yang memenuhi syarat kesehatan 
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 Meningkatnya efektifitas pelayanan perawatan dan pengobatan 
penyakit 
 Meningkatnya status gizi masyarakat 
 Menurunnya angka kematian bayi, balita dan ibu hamil/melahirkan 
 Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi, 
obat-obatan, dokter dan paramedis 
 Terpenuhinya kebutuhan sarana/prasarana kesehatan, tekhnologi 
kesehatan dan tenaga kesehatan sesuai bidangnya 
 Meningkatnya kemampuan tangkal atas penyakit menular dan 
penyakit tertentu seperti HIV/AIDS, Flu Burung serta potensi 
penyakit/gangguan kesehatan akibat pemanasan global 
 Terkendalikannya pertumbuhan penduduk  
2. Tercapainya kesejahteraan ekonomi dan sosial masyarakat 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 
 Berkurangnya jumlah penduduk miskin, kedalaman kemiskinan dan 
kerentanan untuk miskin 
 Terjadinya transformasi struktur perekonomian yang berimbang 
antara sektor primer, sekunder dan tersier 
 Terciptanya jaringan kerjasama dengan lembaga mitra lainnya   
 Meningkatnya produksi dan produktivitas yang semakin berkualitas 
 Meningkatnya populasi ternak besar yang bersinergi dengan 
intensifikasi tanaman pangan 
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 Meningkatnya produksi ternak unggas 
 Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan budidaya 
 Meningkatnya sarana prasarana penangkapan 
 Meningkatnya produksi dan penyerapan tenaga kerja industri, UMKM 
 Optimalnya eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai 
ekonomis tinggi 
 Meningkatnya kelestarian ekologi dan sumber daya alam 
 Tertanganinya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial 
 Berkembangnya kegiatan kepemudaan 
 Berkembangnya kegiatan keolahragaan 
 Meningkat dan meluasnya apresiasi seni daerah 
 Teraktualisasikannya situs dan karya kebudayaan lokal asli 
 Berkembangnya destinasi dan event wisata 
 Berkembangnya partisipasi perempuan pada lembaga pemerintah, 
lembaga ekonomi dan penyelenggaraan pembangunan 
 Berkurangnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak 





3. Terpeliharanya dan semakin meningkatnya kebersamaan antar 
berbagai unsur dalam tatanan daerah 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah : 
 Berkembang dan terpeliharanya saling kepercayaan, saling bantu 
serta kepatuhan kepada norma kebersamaan 
 Teraktualisasikannya nilai-nilai, norma-norma dan pengetahuan lokal 
asli 
 Berkembangnya kualitas tatanan pada tingkat lokalitas 
desa/kelurahan 
 Tertanamkannya nilai-nilai kesadaraan berdemokrasi pada 
masyarakat dan pelaku politik 
4. Terjaminnya kelestarian lingkungan dan keberlanjutan 
sumberdaya alam 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 
 Terlestarikannya sumber daya alam 
 Terpeliharanya kualitas lingkungan yang baik 
 Terciptanya sistem penanganan bencana yang tanggap, efektif dan 
efisien 
 Terciptanya kesiapan dalam mitigasi dan adaptasi dampak 
perubahan iklim terhadap produksi pertanian, ketahanan pangan, 
gangguan kesehatan dan keragaman hayati 
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 Terjaganya keharmonisan dalam bentuk interaksi antar kelompok, 
golongan, lapisan dan pemangku kepentingan 
 Semakin harmonisnya kehidupan sosial dan tingginya kepatuhan 
kepada hukum 
 Terwujudnya kesadaran dan penghargaan terhadap hukum dan 
hak asasi manusia 
5. Meningkatnya daya saing daerah 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 
 Terpenuhinya kebutuhan jalan-jembatan dan pelabuhan bagi 
angkutan dan perlintasan orang/barang 
 Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur angkutan darat 
 Terpenuhinya fasilitas yang dapat mengakselerasi pertumbuhan dan 
transformasi perekonomian serta kemajuan/kemandirian wilayah 
 Terpeliharanya keseimbangan antara kawasan lindung dengan 
kawasan budidaya 
 Berkembangnya wilayah perkotaan/agropolitan, wilayah industri dan 
kawasan strategis 
 Tertanganinya wilayah banjir dan wilayah kekeringan 
 Berkembangnya keadaan kondusif bagi penanaman modal dalam 
negeri dan asing 
 Berkembangnya jaringan kerjasama antar daerah 
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6. Semakin fungsionalnya nilai dan ajaran agama dalam etos dan 
budaya kerja dalam tatanan pemerintah  dan sosial 
kemasyarakatan 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 
 Semakin tingginya kualitas penghayatan dan pengamalan ajaran 
agama 
 Terciptanya suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan ibadah 
dan kegiatan keagamaan masyarakat 
7. Terwujudnya pelayanan umum yang efektif dan efisien dan 
memuaskan masyarakat. 
Sasaran yang ingin dicapai dari tujuan ini adalah: 
 Tercapainya efektifitas dan efisiensi pengelolaan program/kegiatan 
yang transparan, akuntabel dan partisipatif 
 Meningkatnya kualitas fungsi legislasi, penganggaran dan 
pengawasan DPRD 
 Meningkatnya kualitas pelayanan kemasyarakatan, pemerintahan 
dan pembangunan 
 Tercapainya kapasitas yang bersesuaian dengan tuntutan 
perwujudan kepemerintahan yang baik dan saling memberdayakan 
dengan kelembagaan masyarakat 
 Meningkatnya tranparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan 
dan aset daerah 
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 Terciptanya pelayanan publik yang prima 
 Terciptanya pengelolaan kependudukan dan catatan sipil yang tertib 
 Berkembangnya sistem pelayanan yang menjamin efektifitas, 
efisiensi dan kepuasan pelanggan 
 Berkembangnya organisasi dan kelembagaan pemerintah daerah 
yang efektif 
 Meningkatnya kemampuan manajerial dan teknis aparatur 
4.2 Gambaran umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
4.2.1   Visi  
Terwujudnya masyarakat kelautan dan Perikanan yang sejahtera, 
mandiri, dan berwawasan lingkungan yang bernafaskan keagamaan 
4.2.2 Misi  
  Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya  kelautan 
dan perikanan secara optimal dan berkelanjutan. 
 Membina, melayani dan mengembangkan SDM kelautan dan 
Perikanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk 
peningkatan pendapatan dan kesejahtraan.  
 Pengembangan sarana dan prasarana kelautan dan perikanan.  
 Meningkatkan pengendalian dan pengawasan dalam pemanfaatan 




4.2.3  Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Barru. 
Seiring diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintah Daerah yang memberikan kewenangan kepada 
Pemerintah Daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya masing-
masing maka diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 
5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kabupaten Barru. Susunan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Barru sebagai berikut. 
1. Kepala Dinas; 
2. Sekretariat, terdiri dari : 
a. Sub bagian penyusunan program; 
b. Sub bagian keuangan; 
c. Sub bagian umum. 
3. Bidang perikanan Tangkap, yang terdiri dari : 
a. Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya; 
b. Seksi sarana dan prasarana penangkapan; 
c. Seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil; 
4. Bidang perikanan budidaya, yang terdiri dari : 
a. Seksi budidaya; 
b. Seksi sarana dan prasarana budidaya; 




5. Bidang kelembagaan dan pengawasan, yang terdiri dari : 
a. Seksi pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya; 
b. Seksi pembinaan usaha perisinan dan pemasaran; 
c. Seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya; 
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); 
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4.2.4 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten barru 
4.2.4.1 Tugas Pokok 
Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana 
otonomi daerah, dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di 
bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah. 
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 5 Tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru bagian 
Ketigabelas pasal 27 ayat (2). Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai 
tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan 
azas otonomi dan Tugas dan Tugas pembantuan di bidang Kelautan dan 
Perikanan. 
4.2.4.2 Fungsi  
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana sesuai Peraturan 
Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang organisasi dan Tata Kerja Dinas 
Daerah Kabupaten Barru. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
menyelenggarakan Fungsi : 
a. perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang kelautan dan 
perikanan. 
b. Penyelenggaraan pelayanan umum dibidang kelautan dan perikanan. 
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelenggaraan dibidang kelautan 
dan perikanan 
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas 
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e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati 
4.2.4.3 Susunan Organisasi 
Dinas kelautan dan Perikanan, terdiri dari : 
a. Kepala dinas 
b. Sekretariat terdiri dari: 
1) Sub bagian penyusunan program 
2) Sub bagian keuangan :dan 
3) Sub bagian umum 
c. Bidang perikanan Tangkap terdiri dari : 
1) Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 
2) Seksi sarana dan prasarana penangkapan 
3) Seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil 
d. Bidang perikanan budidaya terdiri dari : 
1) Seksi budidaya 
2) Seksi sarana dan prasarana budidaya  
3) Seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya. 
e. Bidang kelembagaan dan pengawasan terdiri dari : 
1) Seksi pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya 
2) Seksi pembinaan usaha, perisinan dan pemasaran 
3) Seksi pegawasan dan pengendalian sumber daya 
f. Unit pelaksana teknis dinas 
g. Kelompok jabatan fungsional 
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4.2.4.4 Uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru 
1. Sekretariat 
Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala dinas dalam 
melakukan kordinasi penyusunan program, pelayanan administrasi serta 
pengelolaan keuangan,baik dalam satuan organisasi dinas maupun dalam 
lembaga antar dinas atau perangkat daerah lainya.sekretariat dalam 
melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi: 
a. Pengkordinasian penyusunan program 
b. Pengelolaan keuangan  
c. Pelayanan administasi yang meliputi surat menyurat, kepegawaian, 
perlengkapan dan rumah tangga 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas kelautan dan 
perikanan 
 Uraian tugas Subbagian 
1) Sub bagian penyusunan program mempunyai tugas melakukan 
penyusunan program 
2) Uraian tugas subbagian penyusunan program meliputi : 
a. Menghimpun dan membuat rencana strategis , program kerja serta 
kegiatan di lingkungan dinas kelautan dan perikanan 
b. Merencanakan kegiatan subbagian penyusunan program 
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 
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melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan 
c. Member petunjuk kepada bawahan dilingkugan Sub bagian 
penyusunan program agar dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas: 
d. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan 
subbagian penyusunan program dengan memberikan arahan baik 
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan 
bidang tugasya masing masing 
e. Membimbing para bawahan di lingkungan sub bagian penyusunan 
program dan melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan dan 
ketentuan yang berlaku. 
1) Subbagian umum mempunyai tugas melakukan pengelolaan tata 
usaha, surat menyurat dan kepegawaian. 
2) Uraian tugas subbagian umum meliputi : 
a. Menghimpun dan membuat rencana strategis, program kerja serta 
kegiatan dilingkungan dinas kelautan dan perikanan. 
b. Merencanakan kegiatan subbagian umum dan kepengawaian 
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 




c. Memberi petunjuk kepada para bawahan dilingkungan subbagian 
umum agar dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk 
dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas dan 
efisiensi pelaksanaan tugas. 
d. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan 
subbagian umum dengan memberikan arahan baik secara tertulis 
maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya 
masing masing. 
e. Membimbing para bawahan di lingkungan subbagian umum dan 
melaksanaka tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku. 
2. Bidang perikanan tangkap  
Bidang perikanan tangkap mempunyai tugas membantu kepala 
dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan 
teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta 
pembinaan dibidang perikanan tangkap. Bidang perikanan tangkap 
menyelenggarakan fungsi. 
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan tangkap 
b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang 
perikanan tangkap 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan tangkap 




 Uraian Tugas Seksi 
1). Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya mempunyai 
tugas menyiapkan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
di bidang pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 
2). Uraian tugas dan Seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber 
daya meliputi: 
a. merencanakan kegiatan seksi pengembangan dan pemanfaatan 
sumber daya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai 
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan 
b. memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi 
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
tugas 
c. membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan di seksi 
pengembangan dan pemanfaatan sumber daya dengan 
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing masing. 
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d. membimbing para bawahan di lingkungan seksi pengembangan 
dan  pemanfaatan sumber daya melaksanakan tugas agar sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
e. memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
di lingkungan seksi pengembangan dan pemanfaatan sumber daya 
guna penyempurnaan lebih lanjut 
1) Seksi sarana dan prasarana penangkapan mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan tekinis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
dibidang sarana dan prasarana 
2) Uraian tugas seksi sarana dan prasarana penangkapan meliputi: 
a. Merencanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana penangkapan 
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi sarana dan 
prasarana penangkapan dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas. 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi sarana 
dan prasarana penangkapan dengan memberikan arahan baik 
secara tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan 
bidang tugasnya masing masing 
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d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi sarana dan 
prasarana penangkapan melaksanakan tugas agar sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku 
e. Memeriksa, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi sarana dan prasarana penangkapan guna 
penyempurnaan lebih lanjut 
1) Seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil mempunyai 
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
diseksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil 
2) Uraian tugas seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau 
kecil meliputi: 
a. Merencanakan kegiatan seksi pengembangan wilayah pesisir dan 
pulau pulau kecil berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai 
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi 
pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
tugas. 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi 
pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau kecil dengan 
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memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dari bidang tugasnya masing masing 
d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi pengembangan 
wilayah pesisir dan pulau pulau kecil melaksanakan tugas agar 
sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi pengembangan wilayah pesisir dan pulau pulau 
kecil guna penyempurnaan lebih lanjut. 
3. Bidang perikanan budidaya 
Bidang perikanan budidaya mempunyai tugas membantu kepala 
dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun perumusan kebijakan 
teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan pemerintahan serta 
pembinaan di bidang perikanan budidaya. Dalam melaksanakan tugas 
bidang perikanan budidaya melaksanakan fungsi.  
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan 
budidaya 
b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang 
perikanan budidaya. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perikanan bididaya 




1) Seksi budidaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan 
kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta memberikan pelayanan 
urusan pemerintahan dibidang budidaya 
2) Uraian tugas Seksi Budidaya meliputi: 
a. Merencanakan kegiatan seksi budidaya berdasarkan kegiatan 
tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan 
sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi budidaya 
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan 
yang berlaku sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi 
pelaksanaan tugas. 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi 
budidaya dengan memberikan arahan baik secara tertulis maupun 
lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing 
masing. 
d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi budidaya 
melaksanakan tugas agar sesuai dengan peraturan dan ketentuan 
yang berlaku 
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi budidaya guna penyempurnaan lebih lanjut 
1) Seksi sarana dan prasarana budidaya mempunyai tugas menyiapkan 
bahan perumusan kebijakan teknis dan menyelenggarakan serta 
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memberikan pelayanan urusan pemerintahan dibidang sarana dan 
prasarana budidaya : 
2) Uraian tugas seksi sarana dan prasarana budidaya  meliputi : 
a. Merencanakan kegiatan seksi sarana dan prasarana budidaya 
berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai bahan untuk 
melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah 
ditetapkan 
b. Member petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi sarana dan 
prasarana budidaya dalam melaksanakan tugas sesuai dengan 
petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai efektivitas 
dan efisiensi pelaksanaan tugas 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi sarana 
dan prasarana budidaya dengan memberikan arahan baik secara 
tertulis maupun lisan sesuai dengan permasalahan dan bidang 
tugasnya masing masing. 
d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi sarana dan 
prasarana budidaya melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan 
dan ketentuan yang berlaku. 
1) Seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya 
mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
dibidang pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya 
2) Uraian tugas Seksi Pengembangan dan Pemanfaatan Teknolgi 
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a. Merencanakan kegiatan seksi pengembangan dan pemanfaatan 
teknologi budidaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, 
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi 
pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya dalam 
melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang 
berlaku sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
tugas 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi 
pengembangan dan pemanfaatan teknologi budidaya dengan 
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing masing 
d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi pengembangan dan 
pemanfaatan teknologi budidaya melaksanakan tugas agar sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi pengembangan dan pemanfaatan teknologi 
budidaya guna penyempurnaan lebih lanjut. 
4. Bidang kelembagaan dan pengawasan 
Bidang kelembagaan dan pengawasan mempunyai tugas 
membantu kepala dinas dan melakukan kegiatan dalam menyusun 
perumusan kebijakan teknis, menyelenggarakan dan melayani urusan 
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pemerintahan serta pembinaan dibidang kelembagaan dan pengawasan. 
Bidang kelembagaan dan pengawasan menyelenggarakan fungsi. 
a. Penyusunan perumusan kebijakan teknis di bidang kelembagaan dan 
pengawasan 
b. Penyelenggaraan dan pelayanan urusan pemerintahan di bidang 
kelembagaan dan pengawasan. 
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kelembagaan dan 
pengawasan 
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan kepala dinas kelautan dan 
perikanan 
1) Seksi pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya mempunyai 
tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
di bidang pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya 
2) Uraian tugas seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan dan 
Pembudidaya: 
a. Merencanakan kegiatan seksi pembinaan kelembagaan nelayan 
dan pembudidaya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya 
sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
peratura yang telah ditetapkan. 
b. Memberi petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi pembinaan 
kelembagaan nelayan dan pembudidaya dalam melaksanakan 
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tugas sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku 
sehingga tercapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan diseksi 
pembinaan kelembagaan nelayan dan pembudidaya dengan 
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing masing: 
d. Membimbing para bawahan dilingkungan seksi pembinaan 
kelembagaan nelayan melaksanakan tugas agar sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku. 
e. Memeriksa, mengoreksi, dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi pembinaan kelembagaan nelayan dan 
pembudidaya guna penyempurnaan lebih lanjut 
1) Seksi pembinaan usaha, perijinan dan pemasaran mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
dibidang pembinaan usaha, perijinan dan pemasaran 
2) Uraian tugas seksi pembinaan usaha, perijinan dan pemasaran 
meliputi : 
a. Merencanakan kegiatan seksi pembinaan usaha, perijinan dan 
pemasaran berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya, sebagai 
bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan 
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b. Member petunjuk kepada bawahan di lingkungan seksi pembinaan 
usaha, perijinan dan pemasaran dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas 
c. Membagi tugas atau kegiatankepada para bawahandi seksi 
pembinaan usaha, perijinan dan pemasaran dengan memberikan 
arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan 
permasalahan dan bidang tugasnya masing masing 
d. Membimbing para bawahan di lingkungan seksi pembinaan usaha, 
perijinan dan pemasaran melaksanakan tugas agar sesuai dengan 
peraturan dan ketentuan yang berlaku 
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
dilingkungan seksi pembinaan usaha perijinan dan pemasaran 
guna penyempurnaan lebih lanjut 
1) Seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya mempunyai tugas 
menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis dan 
menyelenggarakan serta memberikan pelayanan urusan pemerintahan 
dibidang pengawasan dan pengendalian sumber daya. 
2) Uraian tugas Seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya 
meliputi : 
a. Merencanakan kegiatan seksi pengawasan dan pengendalian 
sumber daya berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya sebagai 
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bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan 
yang telah ditetapkan 
b. Member petunjuk kepada bawahan dilingkungan seksi pengawasan 
dan pengendalian sumber daya dalam melaksanakan tugas sesuai 
dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku sehingga tercapai 
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas 
c. Membagi tugas atau kegiatan kepada para bawahan dilingkungan 
seksi pengawasan dan pengendalian sumber daya dengan 
memberikan arahan baik secara tertulis maupun lisan sesuai 
dengan permasalahan dan bidang tugasnya masing masing 
d. Membimbing para bawahan di lingkungan seksi pengawasan dan 
pengendalian sumber daya melaksanakan tugas agar sesuai 
dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku 
e. Memeriksa, mengoreksi dan mengontrol hasil kerja para bawahan 
di lingkungan seksi pengawasan ddan pengendalian sumber daya 
guna penyempurnaan lebih lanjut. 
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas 
a. Unit pelaksana teknis dinas mempunyai tugas melaksanakan 
kegiatan sesuai dengan fungsinya serta melaksanakan sebagian 
tugas dinas yang diberikan oleh kepala dinas. 




c. Unit pelaksana teknis  dipimpin oleh seorang kepala UPTD yang 
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas 
6. Kelompok Jabatan Fungsional 
a. Kelompok jabatan funsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang tenaga 
fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan 
tanggung jawab kepada kepala dinas 
b. Pembentukan kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 
pada pasal 24 ayat 1 serta pengaturanya lebih lanjut akan 














4.3. Sektor  Kelautan dan Perikanan Sebagai salah satu Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Barru 
Sektor perikanan merupakan salah satu aset yang menjadi 
primadona  untuk dikembangkan. Hal ini menjadi perhatian khusus bagi 
daerah yang memiliki potensi dalam sektor ini. Terlebih lagi pemerintah 
daerah tingkat II sebagai daerah otonom yang dituntut untuk mandiri 
dalam menghidupi kebutuhan finansialnya. Potensi kekayaan perikanan 
ini menjadi salah sumber financial bagi daerah dalam meningkatkan 
Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). 
Dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah 
yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, maka pemerintah 
daerah diharuskan mengatur dan mengurus urusan pemerintahan 
berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kabupaten Barru 
sebagai daerah otonom yang memiliki garis pantai yang cukup panjang 
yang berada di sepanjang jalur trans Sulawesi ini tentu saja sangat 
berpotensi dalam pengembangan sektor perikanan. Dengan segala 
potensi yang dimiliki ( sektor perikanan ) Kabupaten Barru, maka hal ini 
akan memberi peluang terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah di 
Kabupaten Barru. 
Sadar dengan potensi daerah yang dimiliki (sektor perikanan), 
maka pemerintah daerah Kabupaten Barru membuat Peraturan Daerah 
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(Perda). Salah satu Peraturan Daerah Kabupaten Barru dalam 
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di sektor perikanan  yaitu 
Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 9 Tahun 2011 Pasal 13 dan 
Pasal 14 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu  yang mengatur Retribusi 
Izin Usaha Perikanan  yang berbunyi : 
“Pasal 13, Dengan nama Retribusi Izin usaha Perikanan 
dipungut retribusi atas pemberian izin kegiatan usaha penangkapan 
dan pembudidayaan ikan serta Pasal 14, Objek Retribusi Izin Usaha 
Perikanan adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan 
untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan 
ikan”. 
Penggalan peraturan daerah di atas menegaskan bahwa retribusi 
izin usaha perikanan yang dipungut dari pengusaha perikanan ini akan 
menjadi sumber pendapatan yang masuk di dalam kas daerah pemerintah 
Kabupaten Barru. 
Selain Perda di atas, masih ada satu Peraturan Daerah yang 
menegaskan hal ini yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Retribusi jasa usaha yang mengatur Retribusi 
Tempat Pelelangan ikan pada pasal 10 dan pasal 11 yang berbunyi : 
“Pasal 10, Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut 
retribusi atas penyediaan tempat pelelangan.” 
“Pasal 11: 
(1) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat 
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah 
Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, 
dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya 
yang disediakan di tempat pelelangan. 
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(2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari 
pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan. 
(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki 
dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta” 
 
Penggalan Perda diatas semakin mempertegas bahwa sektor 
perikanan ini menjadi salah satu lumbung pendapatan bagi Kabupaten 
Barru dengan pungutan retribusi pelelangan maupun retribusi terhadap 
pengusaha perikanan. Olehnya itu dengan penjabaran dari dua peraturan 
daerah di atas, akan memayungi kegiatan usaha perikanan di Kabupaten 
Barru. Grafik pendapatan asli daerah di Kabupaten Barru ini tergambarkan 
melalui tabel berikut ini : 
Tabel 4.4 Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah 






S/D BULAN LALU BULAN INI JUMLAH 
I 2 3 4 5 6 7 







 1. Ret. Izin 
trayek 
28,800.000,00 6,250,000.00 935.000,00 7.185.000,00 25 
 2. Ret. 
Perizinan 
Perikanan 
5.000.000,00 1.500.000,00 150.000,00 1.650.000,00 33 





71.075.000,00 - 26.276.766,00 26,276,766.00 37 
 4. Ret. Tempat 
pelelangan 
40.000.000,00 25,255,000.00 1.930.000,00 27.185.000.00 68 
 5. Ret. 
Pelayanan 
kepelabuhan
54,890,000.00 55,691,050.00 6.425.060.00 62.116.110.00 113 
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Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sektor perikanan 
memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Barru pada tahun 2012. Sektor perikanan ini menyumbangkan 
sekitar Rp.28.835.000, ( dua puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh 
lima ribu rupiah) yang terdiri dari dua retribusi yaitu retribusi perizinan 
perikanan dan retribusi tempat pelelangan ikan.. 
Tabel 4.5 Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Barru Sampai 31 Desember 2013 
an 











S/D BULAN LALU BULAN INI JUMLAH 
I 2 3 4 5 6 7 





 7. Ret. Izin 
trayek 
28,800.000,00 1.425.000,00 1.485.000,00 2.910.000,00 58 
 8. Ret. 
Perizinan 
Perikanan 
5.000.000,00 1.650.000,00 75.000,00 1.725.000,00 35 





71.075.788,00 2.598.080,00 106.218.110,00 108.816.190,00 153 
 10. Ret. Tempat 
pelelangan 
40.000.000,00 30.446.000,00 7.654.000,00 38.100.000,00 95 




54.890.000.00 73,780.765,00 - 73.780.765,00 120 











4.456.330.798,05 - 4.456.330.798.05 103 
 1. Laba BUMD 10.000.000,00 - - - - 
 2. Laba BUMN 4.536.000.000,0
0 
4.677.799.752,00 - 4.677.799.752,00 103 
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Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sektor perikanan 
memberikan kontribusi yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Barru pada tahun 2013. Sektor perikanan ini menyumbangkan 
sekitar Rp.39.825.000 ( tiga puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh 
lima ribu rupiah) yang terdiri dari retribusi perizinan perikanan dan retribusi 
tempat pelelangan ikan. Hal ini menjadi tolak ukur untuk dijadikan 
perbandingan atas pecapaian yang ada pada tahun 2014. 
Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa pencapaian 
penerimaan pendapatan daerah Kabupaten barru dari sektor perikanan 
pada tahun 2014 yaitu sebanyak Rp.47.917.000 (Empat puluh tujuh juta 
Tabel 4.6    Daftar Target dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah 
Kabupaten Barru. 
  






S/D BULAN LALU BULAN INI JUMLAH 
2 3 4 5 6 7 
PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 
     
53,616,335,034.00  
    
40,766,370,993.41  
  
12,331,351,767.35      53,097,722,760.76  
99.03 
PAJAK DAERAH 
       
8,470,000,000.00  
      
7,810,011,487.00  
       




     
22,406,647,758.00  
    
12,806,209,576.00  
    
6,845,971,465.00      19,652,181,041.00  
87.71 
14  Retribusi Izin 
Trayek 
            
20,000,000.00  
             
1,815,000.00  
              
220,000.00               2,035,000.00  
10.18 
15  Ret. Perizinan        
Perikanan 
              
5,000,000.00  
             
1,650,000.00  
              
150,000.00               1,800,000.00  
36.00 
16  Ret. Pelayanan 
Tera/Tera Ulang 
            
20,000,000.00  
           
11,051,016.00  
         
10,358,227.00             21,409,243.00  
107.05 




            
88,575,000.00  
           
33,095,769.00  
         
63,650,603.00             96,746,372.00  
109.23 
18  Ret. Tempat 
Pelelangan 
            
50,000,000.00  
           
42,581,000.00  
           
3,536,000.00             46,117,000.00  
92.23 
19  Ret. Pelayanan 
Kepelabuhanan 
            
54,890,000.00  
           
66,036,020.00  
           






       
6,620,000,000.00  
      




Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah) yang terdiri berasal dari retribusi 
perizinan perikanan dan retribusi tempat pelelangan ikan. Berdasarkan 
perbandingan ketiga tabel di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terjadi 
peningkatan pendapatan daerah dari sektor perikanan pada tahun 2014. 
Hal ini kemudian ditegaskan kembali oleh Kepala Seksi Dinas 
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Baru dalam wawancaranya 
dengan penulis yang berbunyi “ 
“Di Barru terdapat dua retribusi khususnya dari sektor perikanan 
yakni retribusi izin usaha perikanan dan retribusi tempat pelelangan 
ikan, dan dilihat dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan 
meskipun banyak yang pembayaran yang menunggak, ”( Wawancara 
dengan Bapak Muslimin selaku Kepala Seksi Dinas Pengelola 
keuangan Daerah Kabupaten Barru. Tanggal 11 Maret 2015 Pukul  
13.10 Wita ) 
 Berdasarkan kutipan wawancara di atas semakin menegaskan 
bahwa sektor perikanan yang ada di Kabupaten Barru telah menjadi salah 
satu aset pemasukan daerah Kabupaten Barru yang berasal dari retribusi 
izin usaha perikanan dan retribusi tempat pelengan ikan. Olehnya itu,perlu 
penangan khusus dari pemerintah daerah Kabupaten Barru, khusunya 
dalam sektor perikanan. Hal ini juga kemudian di tegaskan oleh kepala 
seksi Dinas Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Barru dalam 
wawancara dengan penulis sebagai berikut : 
“Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru dari sektor perikanan  
dalam sistem pungutan retribusi khususnya retribusi isin usaha 
perikanan ini pungutanya tiap tahun berbeda dengan retribusi tempat 
pelelangan ikan yang pungutanya tiap hari bahkan ada tiap minggu”  
(Wawancara dengan Bapak Muslimin selaku Kepala Seksi Dinas 
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Pengelola keuangan Daerah Kabupaten Barru. Tanggal 11 Maret 2015 
Pukul  13.10 Wita ) 
Hal yang senada juga ditegaskan oleh pengelola tempat 
pelelangan ikan Kabupaten Barru dalam wawancara dengan penulis 
sebagai berikut : 
 “Sistem pungutan retribusi ditempat pelelangan ini menggunakan 
karcis dan itu di pungut tiap hari bahkan ada pungutan tiap minggu 
dan perbulan kepada penjual. Dan itupun tergantung dari pemasukan 
penjual, karena penjual penghasilanya tidak menentu dalam artian 
menjual patah patah”. ( wawancara dengan Bapak Saharudin selaku 
pengelolah tempat pelelangan ikan Kabupaten Barru. Tanggal 25 
Maret  2015) 
 Kemudian ditegaskan kembali oleh salah penjual di tempat 
pelelangan dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut: 
“Kami sebagai penjual yang berada di tempat pelelangan , dari 
sistem pungutan yang di bayar sekitar 50 rb perminggu dan untuk 
los pembayaran dilakukan per 10 hari dengan tetapan retribusi 50 
ribu dan segi penghasilan kami tidak tetap karena hanya menjual 
patah patah” (wawancara dengan penjual. Tanggal 25 Maret 2015) 
 Berdasarkan kutipan wawancara diatas semakin mempertegas 
bahwa dalam retribusi tempat pelelangan ikan sangat berpengaruh 
terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru. Hal ini harus 
mendapat perhatian serius kepada pemerintah setempat khususnya Dinas 
Kelautan dan Perikanan. 
 Dengan potennsi yang di miliki Kabupaten Barru dapat berperan 
aktif dalam menyelenggarakan visi dari otonomi daerah baik dari segi 
93 
 
politik,sosial, budaya khususnya dalam visi ekonomi. Di bidang ekonomi, 
otonomi daerah disatu pihak harus menjamin lancarnya pelaksanaan 
kebijakan ekonomi nasional di daerah, dan dilain pihak terbukanya 
peluang bagi Pemerintah daerah mengembangkan kebijakan regional dan 
lokal untuk mengoptimalkan pendayagunaan potensi ekonomi di 
daerahnya.  Hal ini sesuai dengan maksud Pendapatan Asli Daerah itu 
sendiri yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan 
keleluasaan kepada daerah  dalam menggali pendanaan dalam 
pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.  
Pendapatan Asli Daerah ini berasal dari pajak, retribusi, hasil 
perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah seperti 
laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah serta pinjamanan dan 
pendapatan asli daerah yang sah seperti hasil penjualan aset tetap 
daerah dan jasa giro.  Olehnya itu, potensi perikanan ini menjadi peluang 
bagi Kabupaten Barru untuk menjadi Kabupaten yang mandiri dari segi 
finansial yang berasal dari Pendapatan Asli daerah sesuai dengan cita-






4.3.1 Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dalam 
Mengelolah Sektor Perikanan 
Kabupaten Barru sebagai daerah yang memiliki potensi dalam 
sektor perikanan tentunya perlu mendapatkan perhatian serius dari 
pemerintahan daerah Kabupaten Barru khususnya Dinas Kelautan dan 
Perikanan yang menangani langsung bidang ini sesuai dengan tupoksinya 
yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barru no. 5 tahun 2008 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Barru bagian 
Ketigabelas paragraph 1 pasal 27 yang berbunyi : 
      Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas pokok 
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas 
otonomi dan tugas pembantuan di bidang kelautan dan perikanan, 
1. Dinas Kelautan dan perikanan dalam melaksanakan tugas  
sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan 
fungsi: 
a. Perumusan kebijakan teknis penyelenggaraan di bidang 
kelautan dan perikanan; 
b. Penyelenggaraan pelayanan umum di bidang kelautan dan 
perikan; 
c. Pembinaan pelaksanaan tugas penyelengaraan di bidang 
kelautan dan perikan; 
d. Pelaksanaan urusan tata usaha dinas; 
e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. 
 
Berdasarkan Peraturan Daerah di atas, menegaskan bahwa Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru mempunyai tugas dan fungsi 
yang menangani khusus di bidang kelautan dan perikanan. Olehnya itu, 
dengan tugas dan fungsi yang diemban, maka Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Barru dituntut untuk mengelola dan 
mengembangkan segala potensi di bidang perikanan dan kelautan yang 
dimiliki Kabupaten Barru. Potensi ini ditandai dengan banyaknya tersebar 
95 
 
masyarakat yang mengadu nasib  di bidang perikanan. Masyarakat ini 
tergabung dalam beberapa kelompok petani tambak di bawah koordinasi 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru. Dibawah ini daftar nama 
nama kelompok petani tambak yang ada. 
Tabel 4.7  Daftar  Kelompok  Petani  Tambak Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Barru 2014 
 
 Lampoko  Anugrah  Andi irsam 2012 
 Lampoko  Mannenungeng  - - 
 Binuang  Makkuraga  Parawangsah  2011 
 Temmireng  Mappideceng  Ir. Mujerimin - 
Soppeng riaja Mangkoso Berjaya  A abd Kadir - 
 Mangkoso  Buana resoe  Andi Anwar - 




Tanete rilau Tanete  Mitra indah Aqil  2012 
 Tanete  Massengereng  rahman 2012 
 Garessi  Sederhana  Darwis  2004 
 Garessi  Kellijaya  Ilyas  - 
 Garessi  Lamario  Abd karim 2011 
 Pao pao  Colliloloe  Abiding  2011 
 Corawali  Sipakainge  Muh. Ikbal - 
 Pancana  Mattiro deceng  H. Husain - 
Barru  Coppo Harapan  Syamsuddin  - 
 Coppo  Samaturue 1 H. Amir kadi   1985 
 Coppo  Samaturue 2 H. Muhidin 2010 
 Coppo  Sipurio  H. Saha 2009 
 Coppo  Sinar terang M. Hasrat 2012 
 Coppo  Sejahtera  H. Asri 2013 
 Coppo  Sumpang palae H. Anas 2013 
 Mangempang  Sipurennu  H. Kadir  2009 
 Mangempang  Samaturue  Abdullah  2012 
 S. binangae  Serumpun  Andi Sessu 2013 
 Siawung  Borokalukue  H. Sultan - 
 Siawung Mamminasaki  Abd Fattah - 
 Siawung Tani makmur Mulyadi  2009 
 Siawung Gocie  Khanna sajo 2011 
Balusu Takkalasi  Cidapi  H. Bahri - 
 Madello  Sepakat  Maskur s.ag 2007 
 Madello  Sejahtera  Andi Lappa 2011 
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 Lawallu  Sipakatau  H. Mustafa - 
 Lawallu  Teratai  Nasaruddin - 
 Lawallu  Vnm Mandiri  H. Maming 2012 
 Lawallu  Vnm Jaya  Abidin 2011 
 Lawallu  Sejahtera  A. Ihwan 2011 
 Siddo  Sipurennu  Drs edi - 
 Siddo  Berkah  Muzakkar  - 
 Batupute  Mega windu  Abd Salam - 
 Ajakkang  Padaelo  H. Sukardi - 
 Ajakkang  Mitra bahari  Syafruddin 2012 
 Ajakkang  Ati macinnong Aman syam - 
 Ajakkang  Labaka  Abd Djalil 2012 
Mallusetasi  Cilellang  Mattiro wali  M. Nawawi - 
 Mallawa  Massiddi  Nispu 2011 
 Palandro  Macinnong  Andi Zul 2009 
 Bojo  Aliran resky  Abd Rauf - 
Sumber : Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 2014 
 Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa terdapat empat 
puluh tujuh kelompok tani yang tersebar di lima kecamatan yang ada di 
Kabupaten Barru. Hal ini menegaskan bahwa potensi perikanan yang ada 
di Kabupaten barru sangat besar sehingga perlu pemberdayaan dari 
pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan. Hal ini 
kemudian di tegaskan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut: 
“ Potensi perikanan yang ada di kabupaten barru ini sangat 
menguntungkan masyarakat sejak adanya peralihan kemoditi ke 
vannamei. Meskipun dalam pengadaan bantuan  belum tercukupi 
kepada pembudidaya. Ini di sebabkan karena keterbatasan dana” 
(wawancara dengan Andi Sidda selaku Kepala Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Barru Tanggal 14 Maret 2015 pukul 10.18 Wita)  
Berdasarkan  Fenomena diatas, pemerintah memiliki kewenangan 
dalam menangani atau mengatasi persoalan itu, sehingga hasil potensi 
dari sektor perikanan mengalami peningkatan. Hal ini juga mengutamakan 
kualitas sumber daya manusia dalam produktivitas perikanan. 
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Program yang ditetapkan sebagai upaya realisasi dari 
penyelenggaraan fungsi dinas kelautan dan perikanan yang di atur dalam 
Peraturan Daerah Kabupaten Barru no. 5 Tahun 2008 juga harus 
mempunyai tujuan diantaranya dalam mewujudkan kemandirian 
masyarakat, meningkatkan kesejahteraan, meningkatkan sumber daya 
manusia. Implementasi program atau pemberdayaan dan pengembangan 
kegiatan usaha perikanan. maka pengembangan melalui pemberdayaan 
harus meliputi: Peningkatan sumber daya manusia, Penguatan lembaga 
sosial ekonomi dengan mendayagunakan sumber daya pesisir, 
Pengembangan sarana dan prasarana, Pengembangan kapasitas 
lembaga dan .aparat. Guna pencapaian aspek-aspek yang harus 
diberdayakan maka pihak dari dinas kelautan dan perikanan harus 
melakukan upaya-upaya pemberdayaan yang meliputi: 
a. Menciptakan suasana atau iklim melaui pembanguna  sarana 
dan prasarana yang memungkinkan potensi 
masyarakat/kelompok tani tambak berkembang. 
b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh 
masyarakat/kelompok tani tambak melalui pembinaan SDM  
c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi melalui 
.pengembangan. 
Semua aspek yang telah disebutkan diatas nantinya akan 
dirumuskan dalam penetapan kinerja perangkat daerah Kabupaten Barru 
Dinas Kelautan dan Perikanan. Program tersebut merupakan program 
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yang dijadikan salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah 
khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan yang diharapkan mampu 
berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan daerah. 
Begitupun dengan tempat pelelangan ikan yang  dimiliki pemerintah 
daerah Kabupaten Barru yang diharapkan mampu berkontribusi terhadap 
peningkatan pendapatan daerah sebagaimana diketahui Tempat 
Pelelangan Ikan merupakan bagian terpenting dari sektor perikanan 
dalam hal peningkatan Pendapatan Asli Daerah. Permasalahan yang 
sering muncul adalah menunggaknya retribusi dari penjual kondisi ini 
disebabkan dari penghasilan penjual yang tidak menentu atau dengan 
kata lain menjual pata pata. Berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah 
khususnya dinas kelautan dan perikanan harus segera mengatasi 
masalah yang ada baik dari fasilitas ditempat pelelangan maupun sistem 
pungutan sehingga hasil potensi dari sektor perikanan mengalami 
peningkatan 
Olehnya itu mengacu dengan tupoksi yang diatur oleh peraturan 
daerah, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
menetapkan beberapa program strategis untuk mengelola potensi 
perikanan yang ada di Kabupaten Barru. Program ini ini ditetapkan dalam 
penetapan satuan kerja strategis Dinas Kelautan dan Perikanan 




Table 4.8 Penetapan Kinerja Perangkat daerah Kabupaten Barru 
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2014 
Sasaran strategis Indikator kinerja Program/ kegiatan 




dan kerentanan untuk 
miskin  
Input         : tersedianya dana 
Output      : terlaksananya kegiatan 
pendampingan  pada sector 
usaha perikanan 
Outcomes : meningkatnya kemampuan dan 
pendapatan masyarakat miskin 
Program pemberdayaan 
masyarakat pesisir 
1,  penanggulangan kemiskinan bidang 
kelautan dan perikanan 
- Pengadaan alat tangkap ikan 
jarring insang 




yang berimbang antara 
sector primer, 
sekunder, dan tersier 
Input       : tersedianya dana  
Output   :terlaksananya kegiatan pegadaan 
alat/sarana pengolahan dan 
pemasaran produk perikanan 
Incomes :meningkatnya unit pengolahan ikan 
dan harga pemasaran ikan 
Program optimalisasi pengelolaan dan 
pemasaran produksi perikanan 
1,  Pengadaan alat / sarana pengolahan  
pemasaran ikan  
- Pengadaan sarana pengolahan 
ikan 
- Pengadaan sarana pemasaran 
ikan 
- Biaya administrasi dan 
pengelolaan kegiatan 
Meningkatnya produksi 
perikanan tangkap  
Input             :  Tersedianya dana 
Output  : Terlaksananya Rehabilitasi Tempat  
pelelangan ikan  
Outcomes : Tersedianya Sarana dan 
prasarana perikanan yang 
memadai 
 
Program Pengembangan Perikanan 
Tangkap 
1,  Rehabilitasi Sedang / Berat Tempat    
Pelelangan Ikan   
- Penyusunan dokumen UPL dan 
UKL pembangunan PPI sumpang 
binangae 
- Penyusunan DED Pengembangan 
Pembangunan PPI sumpang 
binangae 
- Biaya administrasi dan 
pengelolaan kegiatan 
 
 Input          : tersedianya dana 
Output       : tersedianya alat teknologi 
penangkapan ikan 
Outcomes : meningkatnya alat teknologi 
penangkapan bagi nelayan 
2,  pendampingan pada kelompok nelayan 
perikana tangkap 
- Pengadaan alat perlengkapan alat 
bantu ikan 
- Pengadaan alat bantu 
penangkapan ikan 
- Pangadaan alat bantu pendeteksi 
ikan 
- Pengadaan perangkap ikan 




 Input            : Tersedianya dana 
Output         : 
Outcomes   : 
3. Rehabilitasi sumber daya kawasan 
pesisir 
- pembangunan talud pulau 
panikiang 
- pembangunan dermaga pulau 
panikiang 
- pengadaan bibit mangrove 
- jasa konsultan perencana dan 
pengawasan 
- biaya administrasi dan 
pengelolaan kegiatan 
 
 Input               :  Tersedianya dana 
Output    :  Tersedianya Lokasi Penangkapan 
Ikan 
Outcomes : Tersedianya Lokasi 
penangkapan ikan dan 
meningkatnya unit 
penangkapan ikan bagi 
kelompok nelayan 
4. pengadaan sarana dan prasarana   
perikanan tangkap 
- pengadaan kapal pengkapan ikan  
- pengadaan mesin motor temple 
- pengadaan mesin kapal perikanan 
- jasa konsultan perencana dan 
pengawasan 
- biaya administrasi dan 
pengelolaan kegiatan 
 Input         : Tersedianya dana  
Output      : Terlaksananya sistem informasi  
dan data statitik Kelautan dan 
perikanan 
Outcomes : tersedianya bahan informasi 
Bidang Kelautan dan perikanan 
yang akurat  
5. Pengembangan dan pemanfaatan 
sistem informasi dan statistic Kelautan 
dan Perikanan 
- Pengadaan computer  
- Pengadaan sepeda motor 
petugas statistic 
- Biaya administrasi dan 
pengelolaan Kegiatan pencacah 
statistik 
 Input             :  tersedianya dana 
Output          :  terlaksananya pelatihan bagi 
nelayan, pembudidayaan dan 
pengolah ikan 
Outcomes    : meningkatnya pengetahuan 
dan keterampilan nelayan, 
petani dan pengolah ikan 
Program pengembangan sistem 
penyuluhan Perikanan 
1, Pembinaan SDM Kelautan dan 
Perikanan 
- Pengadaan alat ukur kualitas air 
- Pengadaan Kendaraan Roda dua 
Penyuluh Kelautan dan Perikanan 
- Biaya administrasi Pelaksanaan 




Input          : Tersedianya Dana 
Output      :  tersedianya bibit rumput laut 
yang unggul 
Outcomes : meningkatnya kualitas dan     
kuantitas bibit rumput laut dan 
ikan mas 
Program pengembangan budidaya 
perikanan 
1, Pengembangan Bibit ikan unggul 
- Pengadaan sarana Kincir tambak 
- Pengadaan mesin pompa tambak 
- Pengadaan bibit ikan air tawar 




- Biaya administrasi dan 
pengelolaan ikan 
 
 Input             : Tersedianya dana 
Output          : Terlaksananya kegiatan 
rehabilitasi saluran irigasi 
tambak 
Outcomes    : Tercukupinya kebutuhan air 
bagi petani tambak 
2. Rehabilitasi Saluran Irigasi Tambak 
- Rehabilitasi saluran tambak 
- Jasa konsultan perencana dan 
pengawasan 
 Input          : Tersedianya dana  
Output       : Terlaksananya Kegiatan 
pengembangan budidaya udang 
vannamei 
Outcomes : meningkatnya kualitas dan 
kuantitas udang vannamei 
3. pembinaan dan pengembangan 
Perikanan 
- Pengadaan sarana dan bibit 
budidaya Vannamei 




Input          :  Tersedianya Dana 
Output       :  Terlaksananya kegiatan 
pengawasan sumber daya alam 
Outcomes  : meningkatnya pelestarian 
sumber daya hayati 
Program pemberdayaan 
masyarakat dalam pengawasan dan 
pengendalian sumber daya 
kelautan 
1, Pembinaan/ pengawasan sumber daya 
kelautan 
- Pengadaan kapal motor 
pengawasan 
- Pengadaan kamera dan 
perlengkapan komunikasi 
pengawasan 
- Pengadaan sepeda motor 
pengawasan 
- Biaya administrasi dan 
pengelolaan kegiatan 
 Input          : Tersedianya dana 
Output       :  
Outcomes  :   
Program peningkatan kesadaran 
dan penegakan hukum dalam 
pendayagunaan sumber daya laut 
1. Penyuluhan hukum dalam 







Input            : Tersedianya dana 
Output         : terlaksananya pelayanan 
administrasi perkantoran 
Outcomes   :  lancarnya operasional 
perkantoran 
Program pelayanan administrasi 
perkantoran 
1. penyediaan jasa surat menyurat 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         :  terlaksananya pembayaran 
2. penyediaan jasa komunikasi 
sumber daya air dan listrik 
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listrik, air dan    telepon 




 Input            : Tersedianya dana 
Output         :  terlaksananya pembayaran 
jasa pemeliharaan dan 
perisinan kendaraan dinas dan 
operasional 
Outcomes :    terpeliharanya operasional 
kendaraan dinas 
3. Penyediaan jasa pemeliharaan 
dan perzinan kendaraan dinas 
operasional 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         :  terlaksananya pembayaran 
jasa kebersihan kantor 
Outcomes    : terpeliharanya kebersihan 
kantor 
4. Penyediaan jasa kebersihan 
kantor 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terlaksananya pembayaran 
jasa pemeliharaan peralatan 
kerja 
Outcomes  :    terpeliharanya alat kerja 
kantor 
5. Penyediaan jasa perbaikan 
peralatan kerja 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         :  terlaksananya penyediaan 
peralatan/perlengkapan 
gedung kantor 
Outcomes    :Terpenuhinya peralatan/ 
perlengkapan kantor 
 
6. Penyediaan peralatan dan 
perlengkapan kantor 
 Input             :    Tersedianya dana 
Output          :   Terlaksananya penyediaan 
alat rumah tangga 
Outcomes     : tersedianya alat rumah tangga 
kantor 
 
7. Penyediaan peralatan rumah 
tangga 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terlaksananya pembayaran 
surat kabar dan buku peraturan 
Perundang undangan 
Outcomes    : Tersedianya bahan bacaan 
dan perundang undangan 
 
 
8. Penyediaan bahan bacaan dan 
peraturan perundang undangan 
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 Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terselenggarakanya Rakor luar 
daerah 
Outcomes    : Terpenuhinya Kegiatan Rakor 
Luar Daerah 
 
9. Rapat rapat koordinasi dan 
konsultasi ke luar daerah 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terselenggarakanya Rakor 
dalam  daerah 
Outcomes    : Terpenuhinya Kegiatan Rakor 
dalam daerah 
 
10. Rapat rapat koordinasi dan 
konsultasi ke dalam  daerah 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terlaksananya penyusunan 
lakip 
Outcomes    : Tersedianya Laporan capaian 
kinerja 
Program peningkatan 
pengembangan sistem pelaporan 
capaian kinerja dan keuangan 
1. Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan ikhtisar realisasi 
Kinerja SKPD 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terlaksananya penyusunan 
laporan  keuangan semesteran 
Outcomes    : Tersedianya laporan 
semesteran 
2. Penyusunan laporan Keuangan 
semesteran 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terlaksananya Penyusunan 
Laporan Akhir Tahun 
Outcomes    :Tersedianya laporan Akhir 
Tahun 
3. Penyusunan laporan keuangan 
akhir tahun 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terlaksananya penyusunan 
RKA dan DPA  





4. Penyusunan RKA dan DPA 
 Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terlaksanya penyusunan Lakip 
Outcomes    : Tersedianya Data Hasil 
monitoring dan evaluasi 
kegiatan kantor 
5. Monitoring dan evaluasi  
 Input             : Tersedianya dana 
Output          : Terlaksananya pengadaan 
perlengkapan gedung kantor 
Outcomes    : Tersedianya peralatan kantor 
Program peningkatan sarana dan 
prasarana Aparatur 





 Input             : Tersedianya dana 
Output          : Terlaksananya pemeliharaan 
rutin/berkala Kendaraan Dinas 
Outcomes    : Terpeliharanya gedung kantor 
2. Pemeliharaan rutin/ berkala 
kendaraan Dinas/ Operasional 
 Input             : Tersedianya dana 
Output          : Terlaksananya Pelatihan dan 
pendidikan Formal Aparatur 
Outcomes    : meningkatnya pengetahuan 
Aparatur 





Input            : Tersedianya dana 
Output         : Terlaksananya Pelatihan dan 
pendidikan Formal Aparatur 
Outcomes    : Meningkatnya Pengetahuan 
Aparatur 
Program Peningkatan kapasitas 
sumber daya Aparatur 
Sumber: Dinas kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 2014 
Berdasarkan tabel di atas,menggambarkan bahwa ada beberapa 
program yang dicanangkan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Barru dengan beberapa sasaran strategis. Program-program tersebut 
antara lain : 
a. Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 
b. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 
c. Program pengembangan perikanan tangkap 
d. Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan 
e. Program pengembangan budidaya perikanan  
f. Program pemeberdayaan masyarakat dalam pengawasn dan 
pengendalian sumber daya kelautan 
g. Program pelayanan administrasi perkantoran 
h. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian 
kinerja dan keuangan 
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Terkait dengan program dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru yang secara khusus sebagai upaya dalam peningkatan 
retribusi sebagai Pendapatan Asli Daerah ini ditujukan terhadap 
pengembangan budidaya ikan dan retribusi dari tempat pelelangan ikan. 
Hal ini disebabkan oleh pungutan retribusi yang menjadi sumber 
pendapatan yang berasal dari retribusi izin usaha perikanan dan retribusi 
tempat pelelangan ikan. Olehnya itu, kegiatan budidaya atau tambak ikan 
menjadi perhatian serius dari pemerintah. Menanggapi hal ini, 
berdasarkan tabel di atas Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
menetapkan beberapa program strategis dalam upaya peningkatan 
produksi budidaya di Kabupaten Barru. Program-program tersebut antara 
lain : 
a. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi 
Perikanan 
Program pengelolaan perikanan adalah semua upaya, termasuk 
proses yang terintegrasi mulai dari pengumpulan informasi, analisis, 
perencanaan, konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya 
ikan, dan implementasi serta penegakan hukum dari peraturan 
perundang-undangan di bidang perikanan, yang dilakukan oleh 
pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai 
kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang 
telah disepakati.secara umum. Tujuan utama pengelolaan sumber daya 
ikan adalah untuk menjaga kelestarian produksi, terutama melalui 
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berbagai regulasi serta tindakan perbaikan, meningkatkan  kesejahteraan 
ekonomi dan sosial para nelayan serta memenuhi keperluan industri yang 
memanfaatkan produksi .tersebut. 
Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 
perikanan ini berupa pengadaan sarana pengolahan ikan dan pengadaan 
sarana pemasaran ikan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan unit 
pengolahan ikan dan harga pemasaran ikan. Hal ini juga ditegaskan oleh 
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Barru dalam wawancara dengan penulis sebagai 
berikut : 
“Bentuk Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi 
perikanan ini  yaitu pengadaan sarana pengolahan ikan dan 
pengadaan sarana pemasaran ikan diberikan kepada masyarakat 
atau petani tambak setiap tahunnya berupa sepatu boot, box 
ikan,dan sarana pengering untuk menunjang kegiatan petani 
tambak”(wawancara dengan Ibu Isma selaku Kepala Bidang 
Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan 
kabupaten Barru.Tanggal 11 Maret 2015 Pukul 09.17 Wita) 
Berdasarkan wawancara di atas, mengambarkan bahwa upaya dari 
pemerintah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
ini sudah diberikan dalam rangka menunjang dan meningkatkan sarana 
dan prasarana pembudidaya sehinggga dapat berpengaruh terhadap 
kegiatan petani tambak. Hal ini disebabkan karena sarana dan prasarana 
merupakan salah aspek pendukung bagi pembudidaya untuk 
produktifitasnya dalam melakukan kegiatan budidaya. Lebih lanjut hal ini 
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juga ditegaskan oleh  salah satu pembudidaya dalam wawancara dengan 
penulis sebagai berikut : 
“Dalam program pengelolaan perikanan dan pemasaran 
produksi perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan 
Perikanan kami menerima bantuan box ikan. Bahkan kincir pernah 
kami terimah dan ini sangat membantu. Dan dampak yang kami 
peroleh setelah mendapatkan program ini adanya perubahan hasil 
budidaya atau hasil panen yang kami hasilkan terbilang memuaskan. 
(wawancara dengan bapak Anas selaku pemilik tambak. Tanggal 20 
maret 2015 pukul 04.00)  
Kutipan wawancara di atas menggambarkan bahwa keberadaan 
program ini sangat membantu kepada pembudidaya dalam hal 
pengelolaan perikanan dan bantuan ini dapat berefek terhadap budidaya 
petani. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu pembudidaya dalam 
wawancara dengan penulis sebagai berikut: 
“Yang kami dapatkan dalam pelaksanaan program pengelolaan 
perikanan yang dilaksanakan oleh dinas kelautan dan perikanan. 
Kami mendapat bantuan berupa sepatu bot dan sarana pengering. 
Program ini sangat membantu kepada petani dalam menjalankan 
budidaya. (wawancara dengan bapak Rulla selaku pemilik tambak. 
Tanggal 21 maret 2015 pukul 04.00) 
Kutipan wawancara di atas mengambarkan bahwa dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan sudah menjalankan program yang ada dan ini 
dinilai sangat positif kepada pembudidaya atau petani tambak karna 
program ini sangat membantu dan menunjang kegiatan petani tambak. 
Dalam sistem agribisnis perikanan, dimana meliputi kegiatan mulai 
pengadaan sarana produksi, pemasaran adalah merupakan rangkaian 
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kegiatan yang saling terkait satu sama lain. Semua kegiatan dalam 
agribisnis perikanan tersebut. Ada proses menghasilkan produk. Produsen 
yang bergerak di bidang sarana produksi akan menghasilkan produk-
produk pemenuhan kebutuhan untuk kegiatan produksi. Produsen yang 
bergerak pada kegiatan produksi akan menghasilkan produk atau ikan 
untuk memenuhi kebutuhan pada kegiatan agroindustri. Khususnya 
kegiatan pemasaran disaat produk sudah dihasilkan baik dalam kegiatan 
sarana produksi, dan agroindustri, maka kegiatan pemasaran sangatlah 
.penting. 
Tanpa kegiatan pemasaran maka semua produk yang dihasilkan 
tersebut adalah merupakan barang yang tidak bermanfaat. Dengan 
demikian, kegiatan pemasaran adalah sangat penting dalam semua 
kegiatan yang menghasilkan barang ataupun jasa. Hasil perikanan dapat 
dikelompokkan ke dalam bahan mentah dan barang konsumsi. Sebagai 
bahan mentah dapat dibeli oleh pabrik atau usaha pengolahan untk diolah 
menjadi barang jadi misalnya ikan kaleng, aneka olahan ikan, tepung ikan. 
Pemasaran produksi perikanan adalah suatu runtutan kegiatan 
atau jasa yang dilakukan untuk memindahkan suatu produk  yang 
bertalian dengan penciptaan atau penambahan kegunaan dari titik 
produsen ke titik konsumen. Untuk mencapai hal tersebut, perlu 
dilaksanakan kegiatan pemasaran  yang efektif dan hasil produksi yang 
berkualitas agar produksi yang dipasarkan cepat diterimah oleh 
konsumen. Lebih lanjut Hal ini  ditegaskan oleh Kepala Bidang 
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Kelembagaan dan Pengawasan Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut : 
“Dalam hal pemasaran produksi perikanan khususnya petani tambak 
yang memproduksi udang. untuk melancarkan produksinya 
kekonsumen  Harus mempunyai produksi udang yang berkualitas 
dan bisa bersaing. Karna produksi udang yang berkualitas cepat 
diterimah oleh konsumen dan akan melancarkan penghasilan yang 
lebih kepada petani tambak” (wawancara dengan Ibu Isma selaku 
Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan.Tanggal 11 Maret 2015 
Pukul 09.17 Wita)  
hal ini senada yang dikatakan oleh salah satu pembudidaya  dalam 
wawancara dengan penulis sebagai berikut: 
“Persoalan pemasaran hasil produksi perikanan yang selama ini 
dilihat ini tergantung dari kaulitas hasil panen, ketika hasil panen 
terbilang bagus maka konsumen pun cepat membeli. selama ini 
pemasaran hasil produksi perikanan yang kami jalankan belum ada 
kemacetan karna adanya peralihan komoditi yang dijalankan oleh 
dinas kelautan dan perikanan” (wawancara dengan Andi Zul selaku 
pemilik tambak. Tanggal 16 maret 2015 pukul 04.20).  
Lebih lanjut dia juga mengatakan dalam wawancara dengan 
penulis sebagai berikut: 
“Pemasaran yang selama ini dilakukan ketika sudah mencapai panen 
melalui langganan kami sendiri. Dia datang sendiri mengambilnya di 
tambak. Persoalan harga dia melihat dari kualitas udang yang kami 
hasilkan” (wawancara dengan Andi Zul selaku pemilik tambak. 
Tanggal 16 maret 2015 pukul 04.20). 
Berdasarkan wawancara di atas, bahwa dalam hal pemasaran 
produksi perikanan khususnya petani tambak yang memproduksi udang 
agar mengusahakan bagaimana menciptakan produksi udang yang 
berkualitas atau sesuai dengan yang di ajarkan penyuluh khususnya dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan itu sendiri. dan Perlu diingat bahwa 
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konsumen adalah orang-orang yang berkuasa untuk memutuskan untuk 
membeli atau tidak membeli suatu produksi. Jadi, konsumen adalah 
bagian dari pasar, dan juga bisa memberikan keuntungan yang lebih 
apabila produksi yang dihasilkan sesuai dengan permintaan konsumen. 
b. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 
Penyuluhan merupakan proses pembelajaran bagi pelaku utama 
serta pelaku usaha agar mau dan mampu menolong dan 
mengorganisasikan dalam mengakses informasi pasar, teknologi, 
permodalan dan sumber daya lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan 
produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya serta 
meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup (UU 
No. 16 Tahun 2006 Tentang SP3K). Penyuluhan perikanan adalah Proses 
pembelajaran dalam rangka peningkatan kapasitas kemampuan para 
pelaku utama dan pelaku usaha sektor kelautan dan perikanan untuk 
mengorganisasikan dirinya dalam mengembangkan bisnis perikanan 
untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraannya dengan tetap 
memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup..  
Untuk keberhasilan proses penyuluhan perikanan maka diperlukan 
komunikasi antara penyuluh dan sasaran penyuluhan. Manusia 
melakukan komunikasi karena manusia sebagai mahluk sosial yang selalu 
berinteraksi dengan sesamanya dan dilakukan melalui komunikasi, 
Keinginan dan upaya manusia untuk mengontrol dan beradaptasi dengan 
111 
 
lingkungan, Upaya manusia untuk mengetahui dan memprediksi sikap 
orang lain, Upaya manusia untuk mengetahui keberadaan diri sendiri 
dalam menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. 
Salah satu tujuan penyuluhan perikanan itu sendiri adalah 
memperkuat pengembangan kelautan dan perikanan, yang maju dan 
moderen dalam sistem pembangunan yang berkelanjutan,  
Memberdayakan pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan 
kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, maka dari itu  
peran terpenting dari kegiatan penyuluhan perikanan adalah melakukan 
upaya perilaku pembudidaya perikanan, sehingga sasaran penyuluhan itu 
tahu, mau dan mampu serta terdorong belajar guna mencapai prilaku baru 
lebih positif dan pada giliranya akan meningkatkan kualitas sumber daya 
manusia. 33  
Olehnya itu, dalam rangka memberikan proses pembelajaran bagi 
para pembudidaya atau petani tambak di Kabupaten Barru, Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru mencanangkan program 
pengembangan sistem penyuluhan perikanan. Program ini bertujuan 
untuk meningkatkan pengetahuan, pembudidaya dengan memberikan 
program pelatihan bagi pembudidaya agar nantinya pembudidaya bisa 
merasakan dampak dari penyuluhan. Hal ini ditegaskan oleh 
pembudidaya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut : 




“Program penyuluhan perikanan yang kami dapatkan sangat 
membantu pembudidaya dan dampaknya pun dirasakan setelah 
adanya penyuluhan dari Dinas Kelautan dan Perikanan. Perubahan 
yang kami dapatkan yaitu mulai dari  pengetahuan tentang budidaya 
tambak sampai adanya peralihan komoditi ke vannamei dan saat itu 
juga  ada sedikit peningkatan penghasilan” (wawancara dengan Andi 
Zul selaku pemilik tambak. Tanggal 16 maret 2015 pukul 04.20). 
Berdasarkan kutipan diatas menegaskan bahwa upaya dari Dinas 
Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan programnya khususnya 
program penyuluhan perikanan sudah sangat membantu kepada 
pembudidaya ini terlihat dengan adanya perubahan dari pembudidaya dari 
segi penghasilan yang sedikit meningkat. Hal ini senada dengan salah 
satu pembudidaya  dalam wawancaranya dengan penulis yang kutipannya 
sebagai berikut : 
“Program penyuluhan perikanan yang di jalankan oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan kami menilai sangat baik karena dengan 
adanya program tersebut kami mengetahui cara kapan di adakan 
pergantian air di tambak melalui alat pengukur kualitas air, meskipun 
dalam pemakaianya kami belum terlalu paham. dan ini sangat 
membantu budidaya kedepanya”  (wawancara dengan bapak Rulla 
selaku pemilik tambak. Tanggal 21 maret 2015 pukul 04.00) 
Lebih lanjut hal ini juga ditegaskan oleh Kepala Bidang budidaya 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dalam wawancaranya 
dengan penulis sebagai berikut : 
“Kami turun langsung ke lapangan untuk Kegiatan program 
pengembangan penyuluhan perikanan ini dengan membagikan buku 
panduan tentang cara membudidaya yang baik, dan memberikan 
bantuan alat ukur kualitas air serta mengajarkan cara 
mengoperasikan alat tersebut dan mengajarkan metode bagaimana 
memelihara tambak agar hasil panen memuaskan (Wawancara 
dengan Ibu Lasminati selaku Kepala Bidang Budidaya. Tanggal 13 
Maret 2015 Pukul  13.20 Wita ) 
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Berdasarkan kutipan wawancara di atas, menjelaskan upaya dari 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dalam melakukan 
penyuluhan kepada pembudidaya. Dan mengajarkan bagaimana 
pemeliharaan tambak yang baik agar mencapai hasil panen yang 
maksimal . Hal ini dinilai positif karena kerap kali petani atau pengusaha 
tambak kurang memperhatikan hal ini, padahal kualitas air juga sangat 
berpengaruh terhadap kualitas produksi yang dihasilkan oleh tambak-
tambak dari petani atau pengusaha tambak. Program ini, akan 
memberikan kesadaran bagi petani atau pembudidaya bahwa kualitas 
tambak akan berbanding lurus dengan kuantitas hasil panen yang akan 
dihasilkan petani. lebih lanjut hal ini juga ditegaskan oleh salah satu 
pembudidaya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut : 
“Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan yang kami 
dapat dari dinas perikanan yaitu adanya pengadaan alat ukur kualitas 
air, dengan adanya alat ini kami sedikit bisa memakai alat tersebut 
dan ini sangat membantu dalam hal budidaya terutama dengan 
fungsi alat itu bisa diketahui kapan pergantian air di tambak. Dan ini 
sangat berpengaruh terhadap keberlangsungan budidaya”.  
(wawancara dengan Andi Zul selaku pemilik tambak. Tanggal 16 
maret 2015 pukul 04.20). 
Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Barru dalam menjalankan programnya sudah 
sangat membantu kepada pembudidaya, dan perlu di ingat bahwa dalam 
usaha budidaya perikanan. Kualitas air budidaya merupakan salah satu 
faktor penting yang menentukan keberhasilan budidaya. maka dari itu 
kualitas air harus dijaga mulai dari pemeliharaan sampai masa panen, 
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agar yang dibudidaya bisa hidup dengan baik, tidak terkena penyakit dan 
mempunyai pertumbuhan yang normal. Lebih dari itu dalam pelaksanaan 
program pengembangan  sistem penyuluhan perikanan pihak Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru juga menyediakan bantuan dan  
pelatihan bagi nelayan. Tujuan dijalankan program ini agar meningkatnya 
pengetahuan dan keterampilan nelayan. Hal ini ditegaskan oleh salah satu 
nelayan dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut : 
“Program pengembangan sistem penyuluhan perikanan yang kami 
dapatkan selaku nelayan pelatihan cara memakai kapal. Dan ini 
sangat membantu nelayan. Meskipun dalam pengoprasian kapal 
tersebut di nilai masih sulit karna kapal tersebut cukup besar, jadi 
dalam pengoprasianya masih banyak nelayan yang belum 
mengetahui cara menjalankanya” (wawancara dengan bapak Unding 
selaku Nelayan. Tanggal 22 Maret 2015 pukul 04.20). 
Berdasarkan kutipan wawancara diatas, Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Barru dalam menjalankan programnya sudah 
sangat membantu kepada Nelayan. Dan untuk menunjang kegiatan 
nelayan memang perlu di adakan pelatihan sehingga  tangkapan nelayan 
semakin meningkat hingga akhirnya pendapatanya juga meningkat. 
c. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 
Budidaya perikanan merupakan usaha pemeliharaan dan 
pengembang biakan ikan atau organisme air lainnya. Budidaya perikanan 
disebut juga sebagai budidaya perairan atau akuakultur mengingat 
organisme air yang dibudidayakan bukan hanya dari jenis ikan saja tetapi 
juga oraganisme air lain seperti kerang, udang maupun tumbuhan air. 
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Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004, 
pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, 
dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan 
yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk 
memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, 
dan/atau mengawetkannya.  
Potensi perikanan budidaya berupa udang yang dimiliki Kabupaten 
Barru membuat pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru mengambil langkah-langkah strategis untuk menangkap 
potensi ini. Langkah yang diambil yaitu dengan menetapkan program 
pengembangan budidaya perikanan berupa : 
a. Pengembangan bibit unggul, Program pengembangan ini 
bermaksud mengupayakan untuk terus meningkatkan 
kontribusinya pada pembangunan sektor perikanan dalam rangka 
terus menjaga ketersediaan bahan baku untuk pertumbuhan 
industri perikanan yang berkualitas dengan menyediakan sarana 
dan prasarana yang memadai. Tentu saja hal tersebut perlu di 
dukung dengan langkah-langkah antara lain pengadaan mesin 
pompa tambak, pengadaan sarana kincir tambak, pengadaan 
sarana mesin, pengadaan bibit ikan tawar, biaya administrasi dan 
pengelolaan kegiatan. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu 
pembudidaya atau petani tambak dalam wawancaranya dengan 
penulis sebagai berikut : 
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“Pengadaan bibit yang kami dapatkan hanya 40 ribu ekor. Pengadaan 
bibit ini sangat membantu meskipun itu belum memenuhi satu hektar 
lahan. Dan Seharusnya dalam satu hektar lahan bibit berkisar 100 
ribu ekor. ( wawancara dengan Andi zul pemilik tambak. Tanggal 16 
maret  2015 pukul 04.20 wita) 
Berdasarkan kutipan wawancara diatas menjelaskan bahwa dari 
pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dalam menjalankan programnya  
sudah menyumbangkan bibit kepada pembudidaya atau petani tambak 
meskipun dalam pengadaan bibit tersebut masih sangat kurang. Lebih 
dari itu pihak dinas kelautan dan perikanan mentetapkan program 
pengembangan budidaya perikanan berupa : 
b. Rehabilitasi saluran irigasi tambak, Latar belakang dari program ini 
karena belum terintegrasinya proses pengelolaan jaringan irigasi 
tambak, serta perlunya pelibatan partisipasi pembudidaya dalam 
operasional dan pemeliharaan irigasi tambak. Harapan dari 
program ini adalah program ini dapat berjalan efektif, efisien dan 
tepat sasaran sehingga peran serta pembudidaya dapat 
ditingkatkan dalam pengelolaan irigasi tambak secara 
berkelanjutan. Untuk mencapai hal tersebut akan di tempuh 
langkah seperti rehabilitasi saluran tambak serta penyediaan jasa 
konsultan perencana dan pengawasan. 
c. Pembinaan dan pengembangan perikanan Tujuan dari program 
pembinaan dan pengembangan perikanan adalah untuk meningkatkan 
produksi ikan yang berkualitas dan berdaya saing baik, meningkatkan 
ketersediaan ikan yang mudah, berkualitas dan harga terjangkau, 
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membuka kesempatan usaha dan meningkatkan pendapatan 
masyarakat dan daerah, meningkatkan iklim usaha yang kondusif, 
meningkatkan sumber daya manusia perikanan terutama 
pembudidaya, serta menyediakan sarana dan prasarana budidaya 
ikan. Baik dalam hal penyediaan benih yang berkualitas maupun 
peralatan pendukung budidaya ikan. Dalam rangka mewujudkan tujuan 
dari program maka pelaksanaan program pembinaan dan 
pengembangan perikanan dijabarkan dalam bentuk kegiatan seperti 
pengadaan sarana dan bibit budidaya vannamei. Hal ini kemudian 
ditegaskan oleh salah satu pembudidaya dalam wawancaranya 
dengan penulis sebagai berikut:  
“Dalam program pengembangan budidaya perikanan yang dilakukan 
Dinas Kelautan dan Perikanan ini di nilai sangat membantu kepada 
pembudidaya atau petani tambak khususnya dalam bantuan 
pengadaan bibit kepada pembudidaya meskipun bantuan bibit 
tersebut masih di nilai kurang tapi setidaknya kami mendapatkan 
bantuan tersebut dan sangat berterimah kasih” (Wawancara dengan 
Anas selaku pemilik tambak. Tanggal 20 maret  2015 pukul 04.20 
wita) 
Lebih lanjut Hal ini juga kemudian ditegaskan oleh Kepala Bidang 
Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dalam 
wawancaranya dengan penulis yang kutipannya sebagai berikut. 
“Program pengembangan budidaya ini diberikan kepada petani 
tambak berupa bantuan bibit udang vennamei dan bantuan kincir, 
bantuan ini diberikan kepada kelompok petani tambak yang ada di 
Kabupaten Barru, harapannya kami dari pemerintah daerah program 
ini bisa menunjang produktivitas dari petani tambak”( Wawancara 
dengan Ibu Lasminati selaku Kepala Bidang Budidaya. Tanggal 13 
Maret 2015 Pukul  01.20 Wita ) 
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Kutipan wawancara di atas menegaskan upaya dari Dinas Kelautan 
dan Perikanan Kabupaten Barru untuk meningkatkan produksi dari petani 
tambak dengan memberikan bantuan bibit kepada para kelompok petani 
tambak. Keberadaan program ini dinilai sangat positif dan membantu para 
petani tambak, hal ini ditegaskan oleh salah satu petani tambak yang ada 
di Mallusetasi dalam wawancaranya dengan penulis yang kutipannya 
sebagai berikut. 
“Program pengembangan budidaya ini sangat membantu petani 
tambak dengan adanya bantuan berupa, bibit,  dan kincir, dan 
pengahasilan kami pun meningkat sekitar 30%” (Wawancara dengan 
andi zul pemilik tambak. Tanggal 16 maret  2015 pukul 04.20 wita) 
Hal yang senada juga ditegaskan oleh salah satu pembudidaya 
atau petani tambak dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut : 
“program budidaya ini sangat menolong pembudidaya atau petani 
tambak. dengan adanya pengadaan pakan untuk menunjang 
produktivitas udang ditambak. (wawancara dengan bapak Rulla 
selaku pemilik tambak. Tanggal 21 maret 2015 pukul 04.00) 
Kutipan wawancara di atas mengambarkan bahwa keberadaan 
program ini sangat membantu bagi petani tambak dalam meningkatkan 
produktifitas tambaknya sehingga kondisi ini berefek terhadap 
peningkatan penghasilan petani tambak itu sendiri yang disebabkan oleh 
peningkatan produksi udang.  
Berdasarkan beberapa program yang telah dicanangkan 
pemerintah Kabupaten Barru dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan 
sebagai upaya peningkatan produksi tambak dari petani yang tergabung 
dalam kelompok petani tambak Kabupaten Barru, maka penulis dapat 
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menyatakan bahwa program ini sangat berdampak terhadap peningkatan 
produktifitas dari petani tambak. Langkah ini penulis menilai sangat positif 
dan sangat membantu petani tambak dalam mengembangkan 
budidayanya. Sehingga dengan peningkatan ini, Kabupaten Barru sebagai 
daerah yang otonom dapat mewujudkan Kabupaten yang mandiri secara 
finansial. Dibawah ini dapat di lihat grafikPendapatan Asli Daerah 
khususnya dari Sektor Perikanan. 
Table 4.9. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Barru dari sektor Perikanan 
TAHUN JENIS PENERIMAAN TARGET JUMLAH TOTAL 
2012 Ret. Perizinan perikanan  5.000.000 1.650.000  
 Ret. Tempat pelelangan 40.000.000 27.185.000 28.835.000 
2013 Ret. Perizinan Perikanan 5.000.000 1.725.000  
 Ret. Tempat pelelangan 40.000.000 38.100.000 39.825.000 
2014 Ret. Perizinan Perikanan 5.000.000 1.800.000  
 Ret. Tempat pelelangan 50.000.000 46.117.000 47.917.000 
Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi perubahan atau 
kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah khususnya dari pendapatan asli 
daerah dari sektor perikanan dari tahun ketahun selalu mengalami 
peningkatan. Mulai dari retribusi perizinan perikanan dari tahun 2012, 
2013 dan tahun 2014. begitupun dengan retribusi tempat pelelangan tiap 
tahunya  mengalami peningkatan. Ini terbukti bahwa sektor perikanan di 
Kabupaten Barru harus mendapat perhatian yang cukup serius dari 
pemerintah setempat. Karena sektor perikanan bisa membawa manfaat 
bagi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Barru itu sendiri. 
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4.4 Faktor  faktor yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 
Kabupaten Barru dari sektor Perikanan. 
Dalam sub bab ini akan digambarkan faktor-faktor yang 
mempengaruhi Pendapatan Asli Kabupaten Barru dari sektor perikanan. 
Faktor-faktor ini terdiri dari faktor pendukung dan faktor penghambat yang 
mempengaruhi upaya dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 
Barru dalam mengelola sektor perikanan yang menjadi salah satu 
primadona dari Kabupaten Barru sebagai penyumbang Pendapatan Asli 
Daerah (PAD). 
4.4.1 Faktor Pendukung 
Dalam melaksanakan perannya sebagai pengelola sektor kelautan 
dan perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan telah mencanangkan 
beberapa program dalam rangka untuk meningkatkan produktifitas petani 
tambak di Kabupaten Barru. Ada beberapa faktor yang mendukung upaya 
dari Dinas Kelautan dan Perikanan ini, faktor tersebut antara lain : 
a. Sinergitas dari setiap elemen Pemerintah 
Sebagai sebuah sistem yang saling terkait, pelaksanaan 
pemerintahan membutuhkan sinergitas dari beberapa subsistem yang 
ada. Dalam hal ini pelaksanaan pemerintahan daerah yang otonom, 
pemerintah daerah dituntut untuk mandiri mengelola sumber daya lokal 
yang dimiliki. Olehnya itu peran dari semua elemen sangat dibutuhkan 
dalam melaksanakan pemerintahan. Sebagaimana diketahui pengertian 
sinergitas merupakan Membangun dan memastikan hubungan kerjasama 
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internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para 
pemangku kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan 
berkualitas. Tujuan Sinergitas adalah mempengaruhi perilaku orang 
secara individu maupun kelompok saat saling berhubungan, melalui dialog 
dengan semua golongan, dimana persepsi, sikap dan opininya penting 
terhadap suatu kesuksesan.. 
Sama halnya yang ada di Kabupaten Barru, Dinas Kelautan dan 
Perikanan sebagai Dinas yang bertanggungjawab dalam pengelolaan 
sumber daya perikanan di Kabupaten Barru ini telah bersinergi dengan 
beberapa elemen yang ada seperti kelurahan maupun desa. Hal ini 
terlihat dengan pelaksanan program-program yang dicanangkan oleh 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru ini tidak bisa berjalan 
lancar tanpa sinergitas dari beberapa elemen yang ada. Kondisi ini 
ditegaskan oleh Kepala Bidang Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru dalam wawancaranya dengan penulis yang kutipannya 
sebagai berikut:  
“Keberhasilan dari pelaksanaan program ini tidak terlepas dari peran 
serta pemerintah setempat dalam hal ini pemerintah kelurahan 
ataupun desa, kami melakukan koordinasi untuk pelaksanaan 
program ini sehingga dapat berjalan secara efektif sesuai yang 
diharapkan”(Wawancara dengan Ibu Lasminati selaku Kepala Bidang 
Budidaya. Tanggal 13 Maret 2015 Pukul  01.20 Wita) 
 Berdasarkan hasil wawancara diatas mengambarkan bahwa dalam 
pelaksanaan program dari Dinas Kelautan dan perikanan Kabupaten 
Barru telah melakukan koordinasi dengan pemerintah setempat dalam 
rangka mewujudkan pelaksanaan program kerja agar berjalan sesuai 
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yang di harapkan. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu pegawai 
kelurahan dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut  : 
“ketika ada kegiatan penyuluhan yang ingin dilakukan dari instansi 
terkait. Kami dari kelurahan menerima laporan terkait program yang 
ingin dilaksanakan”. (wawancara dengan bapak iwan selaku pegawai 
kelurahan mallawa. Tanggal 21 maret 2.30 wita )  
Kutipan wawancara di atas menggambarkan bahwa dalam 
pelaksanaan program-program yang ditelah ditetapkan pemerintah daerah 
khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan dibutuhkan sinergitas sehingga 
pelaksanaan program-program yang direncanakan dapat berjalan efektif. 
sebagaimana diketahui keberhasilan dari setiap program kerja perlu 
mendapat dukungan dari instansi terkait maupun masyarakat setempat. 
Hal ini sesuai yang di katakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan 
dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut: 
“Terkait program kerja yang ingin dilakukan tim penyuluh melakukan 
koordinasi dengan pemerintah setempat serta kelompok tani yang 
ada didaerah tersebut. agar pelaksanaanya bisa berjalan dengan 
efektif”.(wawancara dengan Andi Sidda selaku Kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru. Tanggal 14 Maret 2015 
Pukul 10.18 Wita). 
 Berdasarkan kutipan wawancara diatas menggambarkan koordinasi 
Dinas Kelautan dan Perikanan dengan pemerintah setempat sudah 
berjalan sesuai yang diharapkan. Maka dari itu sinergitas dari  setiap 
elemen pemerintah sangat dibutuhkan demi melancarkan kegiatan yang 
akan dilaksanakan khususnya pelaksanaan program kerja dari Dinas 




b. Partisipasi Masyarakat (Pembudidaya) 
Keberhasilan dari setiap pembangunan yang dilakukan melalui 
program-program ini tidak lepas dari partisipasi masyarakat yang menjadi 
objek pembangunan. Tiga alasan partisipasi masyarakat mempunyai sifat 
sangat penting. Pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat 
guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap 
masyarakat, tanpa kehadiranya program pembangunan serta proyek 
proyek akan gagal. Kedua, adalah bahwa masyarakat akan lebih 
mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan 
dalam proses persiapan dan perencanaanya, karena mereka akan 
mengetahui seluk beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa 
memiliki terhadap proyek tersebut. Ketiga, yang mendorong adanya 
partisipasi umum di banyak Negara karena timbul anggapan bahwa 
merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam 
pembangunan masyarakat mereka sendiri.34 
Sebagaimana di ketahui pengertian partisipasi masyarakat adalah 
adanya keterlibatan masyarakat dalam urusan setempat secara langsung 
didalam proses pengambilan keputusan dalam rangka penetapan tujuan 
pembangunan dan pengalokasian sumber daya yang ada serta 
pelaksanaan secara sukarela dalam program pembangunan artinya 
masyarakat mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan 
yang langsung menyangkut hidup mereka 
                                                             
34 Dwinigrum. Desentralisasi dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Jakarta: rieneka 
cipta,  2011 hal 34. 
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Sama halnya yang ada di Kabupaten Barru, program 
pembangunan dalam hal ini sektor perikanan yang dikelola oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan. Pelaksanaan program yang dicanangkan ini 
mendapatkan respon yang positif dari masyarakat dalam hal ini 
pembudidaya. Hal ini ditegaskan oleh Kepala Bidang Budidaya Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dalam wawancaranya dengan 
penulis yang kutipannya sebagai berikut: 
“Keberadaan program ini ditanggapi positif oleh masyarakat, hal ini 
terlihat dari beberapa kegiatan penyuluhan yang kami laksanakan, 
partisipasi masyarakat sangat besar khususnya pembudidaya yang 
ikut serta dalam pelaksanaan kegiatan”( Wawancara dengan Ibu 
Lasminati selaku Kepala Bidang Budidaya. Tanggal 13 Maret 2015 
Pukul  01.20 Wita ) 
Fenomena diatas mengambarkan bahwa Partisipasi masyarakat 
dalam pelaksanaan program kerja yang dilakukan dilakukan oleh Dinas 
Kelautan dan Perikanan sangat menentukan arah pencapaian tujuan yang 
telah ditetapkan. Dengan berpartisipasi, masyarakat telah ikut ambil 
bagian dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan 
rakyat. Semakin banyak masyarakat yang memutuskan untuk ikut 
berpartisipasi pelaksanaan program kerja, maka akan semakin besar pula 
peluang terwujudnya upaya pemerintah untuk meningkatkan 
kesejahteraan rakyat yang dapat menunjang pendapatan daerah.  
Pembangunan pada dasarnya tidak terlepas dari partisipasi 
masyarakat. Karena parisipasi masyarakat merupakan aspek yang 
penting dalam pembangunan. Partisipasi masyarakat merupakan faktor 
penentu sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan. 
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Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan 
pembangunan. Di lain pihak dapat juga dikatakan bahwa pembangunan 
berhasil jika dapat meningkatkan kapasitas masyarakat termasuk dalam 
berpartisipasi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa partisipasi berarti 
peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses 
pembangunan dengan memberi masukan pemikiran, tenaga, waktu, 
keahlian, modal atau materi serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil 
hasil pembangunan. Hal ini ditegaskan oleh salah satu pembudidaya 
dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut : 
“Penyuluhan yang dilaksanakan dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
kami sebagai pembudidaya kami turut serta dalam kegiatan tersebut. 
Sebagaimana diketahui bahwa penyuluhan itu sangat penting bagi 
kami demi melancarkan proses budidaya yang kami lakukan”. 
(wawancara dengan bapak andi zul selaku pemilik tambak Tanggal 16 
maret  2015 pukul 04.20 wita) 
Kutipan wawancara di atas menegaskan bahwa tingkat partisipasi 
dari masyarakat dalam hal ini pembudidaya sangat tinggi. Hal ini ditandai 
dengan keikutsertaan pembudidaya dalam pelaksanaan program yang 
dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru. 
Dengan besarnya partisipasi masyarakat maka program pengembangan 
budidaya ini dapat berjalan dengan baik sehingga harapan dari 
pemerintah maupun masyarakat untuk meningkatkan produksi 
pembudidaya dapat diwujudkan. Keikutsertaan pembudidaya dalam 
program yang dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan sangat 
diperlukan karena pembudidaya dapat memiliki informasi yang dapat 
meningkatkan mutu dari program tersebut. Karena dengan partisipasi 
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pembudidaya hal ini dapat meningkatkan motivasi mereka untuk bekerja 
sama dan menambah kesempatan untuk pengambilan keputusan. 
Partisipasi itu juga dapat meningkatkan kekuatan petani untuk 
mempengaruhi nasib mereka. Hal ini ditegaskan oleh salah satu 
pembudidaya dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut: 
“Ketika ada kegiatan dari Dinas Kelautan dan Perikanan, kami 
sebagai pembudidaya ikut serta dalam pelaksanaan program 
tersebut demi mendapatkan ilmu maupun bantuan dari Dinas terkait 
agar nantinya budidaya yang kami hasilkan bisa lebih 
berkualitas”.(wawancara dengan bapak Anas selaku pembudidaya. 
Tanggal 20 maret 2015 pukul 04.00)  
 
 Berdasarkan fenomena diatas dapat lihat bahwa program kerja 
yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru 
mendapat respon positif dari masyarakat dalam hal ini pembudidaya. 
Maka dari itu penulis dapat mengatakan bahwa keberhasilan itu tidak 
terlepas dari partisipasi masyarakat atau pembudidaya. Tentunya dalam 
pelaksanaan program kerja yang dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan  
bertujuan untuk mencapai masyarakat atau pembudidaya yang sejahtera. 
Oleh karena itu, partisipasi pembudidaya merupakan hal yang sangat 







4.4.2. Faktor Penghambat 
Dalam pelaksanaan program-program Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten Barru tentu ada hambatan yang mempengaruhi 
pelaksanaan maupun hasil yang diharapkan. Faktor-faktor tersebut antara 
lain : 
a. Kualitas Sumber  Daya Manusia  Pembudidaya masih rendah 
Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sumber daya yang 
memenuhi kriteria pengetahuan dan keterampilan. Manusia merupakan 
pelaku, pelaksana dan penikmat pembangunan, kualitas sumber daya 
manusia yang rendah akan memposisikan manusia hanya sebagai 
penikmat dan kurang berperan sebagai pelaku dan pelaksana 
pembangunan. Hal ini di sebabkan oleh perkembangan arus informasi dan 
teknologi yang semakin pesat menuntut kemampuan manusia untuk dapat 
mengolah informasi dan mendayagunakan teknologi ini. Teknologi yang 
semakin pesat tujuannya untuk memudahkan manusia untuk melakukan 
aktifitasnya sehari-hari. 
Kualitas Sumber Daya Manusia menyangkut banyak aspek, yaitu 
aspek sikap, mental, perilaku, kemampuan. Kesemua aspek ini 
merupakan potensi yang masing-masing dimiliki oleh tiap individu. Oleh 
karena itu Sumber Daya Manusia sangat penting dalam pembangunan. 
Indikator kualitas Sumber Daya Manusia itu dapat berupa tingkat 
pendidikan. Namun tingginya kualitas Sumber Daya Manusia tidak dapat 
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diukur dengan angka-angka semata, tetapi dapat juga dilihat dari apa 
yang dihasilkannya. Hal tersebut tidak terlepas dari kesadaran masyarakat 
itu sendiri serta pemerintah akan pentingnya meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia. Karena kualitas Sumber Daya Manusia merupakan 
faktor yang sangat menentukan dalam upaya menciptakan pembangunan 
yang lebih mantap dan maju. Tanpa sumber daya manusia yang baik tidak 
mungkin suatu bangsa bisa berkembang dan mampu bersaing. Oleh 
karena itu kualitas Sumber Daya Manusia sangat berpengaruh.
35 
Kondisi yang ada di Kabupaten Barru, dalam hal ini kualitas 
Sumber Daya Manusia masyarakat atau pembudidaya diketahui 
kualitasnya  masih rendah untuk mampu memanfaatkan sistem teknologi 
perikanan yang sudah meningkat pesat. Hal ini ditegaskan oleh Kepala 
Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dalam wawancaranya 
dengan penulis yang kutipannya sebagai berikut : 
“Kendala utama yang kami hadapi yaitu kualitas sumber daya 
manusia dari masyarakat dalam hal ini pembudidaya, padahal sistem 
tekonologi perikanan ini dari tahun ke tahun semakin meningkat, 
dalam pengadaan alat pengukur kualitas air ini jadi kendala karena 
pembudidaya belum terlalu paham dalam pengopersiannya, 
sehingga tim penyuluh kami membutuhkan waktu untuk 
mendampingi masyarakat dalam mengoperasikan alat 
tersebut”(wawancara dengan Andi Sidda selaku kepala Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru. Tanggal 14 Maret 2015 
Pukul 10.18 Wita ) 
Kutipan wawancara diatas mengambarkan bahwa dalam 
pelaksanaan program kerja Dinas Kelautan dan perikanan khususnya 
                                                             




pengadaan alat ukur kualitas air. Masih ada pembudidaya yang kurang 
paham cara pemakaian alat tersebut. Hal ini juga senada yang dikatakan 
oleh salah satu pembudidaya dalam wawancara dengan penulis sebagai 
berikut : 
“Pengadaan alat perikanan yang kami dapat dari Dinas Kelautan dan  
Perikanan khususnya alat pengukur kualitas air kami selaku 
pembudidaya belum terlalu paham cara menggunakan alat tersebut. 
Sebagaimana diketahui alat tersebut sangat menungjang 
keberlangsungan budidaya” (wawancara dengan bapak Rulla selaku 
pemilik tambak. Tanggal 21 maret 2015 pukul 04.00) 
 Hal yang senada juga ditegaskan oleh salah satu pembudidaya 
dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut : 
“Bantuan alat ukur kualitas air dari Dinas Kelautan dan Perikanan 
Kabupaten Barru dari segi pemakainya terbilang ribet. Padahal 
dengan alat itu pergantian air ditambak bisa diketahui. Dan ini dapat 
menunjang terhadap perkembangan budidaya”. (wawancara dengan 
bapak Anas selaku pembudidaya. Tanggal 20 maret 2015 pukul 04.00) 
Kutipan wawancara di atas menggambarkan bahwa kualitas 
Sumber Daya Manusia dari pembudidaya masih rendah. Hal ini ditandai 
dengan kurang pahamnya pembudidaya dalam mengoperasikan alat 
pengukur kualitas air yang dibagikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan 
kabupaten Barru. Padahal dengan adanya bantuan ini diharapkan akan 
menunjang kinerja dari pembudidaya. Olehnya itu, penulis menilai bahwa 
perkembangan teknologi perikanan harus sejalan dengan peningkatan 
Sumber Daya Manusia  dari petani tambak agar petani tambak dapat 
bekerja lebih mudah dalam melakukan kegiatan budidaya. 
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Hal ini juga dijelaskan oleh Kepala Bidang Budidaya Dinas 
Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dalam wawancara dengan 
penulis sebagai berikut : 
“Permasalahan yang sering muncul di kalangan pembudidaya dalam 
hal ini petani tambak yaitu dari segi sumber daya manusia.misalnya 
pengembangan budidaya perikanan seperti  pengadaan alat ukur 
kualitas air. Masih ada pembudidaya yang kurang paham cara 
pemakainya. dengan alat itu dapat menungjang perkembangan 
budidaya perikanan”.(Wawancara dengan Ibu Lasminati selaku 
Kepala Bidang Budidaya. Tanggal 13 Maret 2015 Pukul  01.20 Wita) 
  
 Berdasarkan kutipan wawancara diatas mengambarkan bahwa 
pembudidaya dalam hal ini petani tambak diketahui belum mampu 
memanfaatkan sistem teknologi perikanan yang semakin meningkat. 
Meskipun dengan alat itu dapat mempengaruhi perkembangan budidaya 
di tambak. Tentu hal ini menjadi pekerjaan rumah Dinas Kelautan dan 
Perikanan Kabupaten barru. Untuk lebih sering melakukan kegiatan 
penyuluhan dan lebih mendekat kepada pembudidaya sehingga 
pembudidaya lebih cepat menerima ilmu yang diajarkan. Dan 
menghasilkan produksi yang berkualitas. Oleh karena itu kualitas Sumber 
Daya manusia diharapkan mampu menunjang perkembangan perikanan 
utamanya di kabupaten barru itu sendiri. Dengan kualitas Sumber Daya 
Manusia yang memadai perkembangan perikanan dijamin memberikan 






b. Cuaca yang tidak menentu 
Perubahan cuaca merupakan isu global dan telah menjadi masalah 
dalam perkembangan budidaya. Karakter dampak perubahan iklim ialah 
perubahan suhu rata-rata global, perubahan  curah hujan, kenaikan level 
permukaan laut dan kenaikan suhu, serta kejadian-kejadian ekstrim lain, 
seperti angin ribut, dan banjir. Dampak perubahan iklim terhadap 
budidaya perikanan bisa secara langsung dapat mengubah fisiologi, 
perilaku dan pertumbuhan, kemampuan reproduksi, kematian udang, dan 
produktivitas. Secara tidak langsung, perubahan iklim dapat mengubah 
ekosistem sebagai tempat hidup, stok dan suplai barang dan jasa yang 
diperlukan dalam budidaya perikanan.  Jadi cuaca adalah perubahan yang 
terjadi diwilayah tertentu yang menunjukkan adanya perubahan aktivitas 
alam seperti hujan, panas matahari atau mendung. 
Mengacu dengan fenomena diatas, maka Kabupaten Barru yang 
mengandalkan sektor perikanan sebagai salah satu sumber pemasukan 
bagi Pendapatan Asli Daerah akan terancam keberlangsungannya. Hal ini 
bisa saja terjadi karena fenomena cuaca yang tidak bersahabat juga 
terjadi di Kabupaten Barru. Kondisi ini tentu saja menjadi ancaman yang 
cukup serius bagi keberlangsungan pengembangan budidaya perikanan 
yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca atau iklim. Hal ini juga 
ditegaskan oleh salah satu pembudidaya yang ada di Kabupaten Barru 
dalam wawancaranya dengan penulis yang kutipannya sebagai berikut : 
“Kendala yang terjadi terdapat pada kondisi cuaca, kondisi cuaca 
yang tidak menentu yang terkadang hujan atau kemarau yang 
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panjang ini mengancam kelangsungan hidup udang, karena cuaca 
yang tidak menentu ini bisa saja menyebabkan penyakit terhadap 
udang yang ada di tambak dan bisa saja terjadi gagal 
panen”(Wawancara dengan andi zul pemilik tambak. Tanggal 16 
maret  2015 pukul 04.20 wita) 
 
Hal yang sama juga ditegaskan oleh salah satu pembudidaya 
dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut : 
“Kegagalan budidaya sangat dipengaruhi oleh cuaca. Cuaca buruk 
yang melanda berdampak negative pada usaha budidaya perikanan, 
bahkan ,menyebabkan resiko sakit dan mati. cuaca yang tidak 
menentu, kadang hujan dan panas bisa terjadi dalam sehari dan ini 
sangat berpengaruh pada kondisi budidaya”. (wawancara dengan 
bapak Rulla selaku pemili tambak. Tanggal 21 maret 2015 pukul 
04.00). 
 
 Berdasarkan fenomena di atas diketahui bahwa perubahan cuaca 
sangat berpengaruh pada usaha budidaya perikanan. Cuaca yang tidak 
menentu ternyata menimbulkan dampak negatif kepada pembudidaya. Hal 
ini ditandai banyaknya budidaya yang terkena penyakit bahkan mati. dan 
ini dapat mengakibatkan kerugian terhadap budidaya. Lebih lanjut hal ini 
juga di tegaskan oleh Kepala Bidang Budidaya dalam wawancara dengan 
penulis sebagai berikut : 
“Kemacetan budidaya yang terjadi saat ini di akibatkan oleh cuaca, 
dimana keberlangsungan budidaya mengalami penyakit bahkan mati 
mendadak”, ( wawancara dengan ibu Lasminati selaku Kepala 
Bidang Budidaya. Tanggal 13 maret 2015 Pukul 01.20 wita). 
 
 Kutipan wawancara di atas memberikan peringatan bahwa 
ancaman iklim ekstrim yang kerap kali terjadi di Indonesia khususnya di 
Kabupaten Barru cukup memberikan ancaman yang serius bagi 
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keberlangsungan budidaya perikanan. Dan  ini dapat mengakibatkan 
gagal panen kepada petani tambak. Hal ini sesuai yang di katakan oleh 
salah satu pembudidaya dalam wawancara dengan penulis sebagai 
berikut : 
“Gagal panen bisa saja terjadi, dan itu dapat diakibatkan oleh cuaca. 
Kondisi cuaca yang panas dan dingin dalam sehari dapat 
menghambat pertumbuhan budidaya di tambak. Kondisi cuaca dapat 
juga mengakibatkan kematian terhadap budidaya yang kami 
lakukan”. (wawancara dengan bapak Anas selaku pembudidaya. 
Tanggal 20 maret 2015 pukul 04.00) 
Berdasarkan beberapa kendala dalam pelaksanaan  budidaya 
diKabupaten Barru Olehnya itu, penulis dapat mengatakan seharusnya  
dicarikan solusi untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang setiap saat 
mengancam, serta dibutuhkan obat obatan untuk keberlangsungan 
budidaya.  Hingga pada saat kondisi cuaca buruk melanda, budidaya tidak 
gampang terkena penyakit. Karena jika tidak ditindak lanjuti secara 
matang maka Kabupaten Barru harus siap dengan kondisi yang terburuk 
yakni gulung tikarnya para pembudidaya. Dan ini dapat berefek terhadap 










Kesimpulan dan Saran 
5.1. Kesimpulan  
Berdasarkan dari hasil penelitian dan analisis penulis maka dapat ditarik 
beberapa kesimpulan : 
1. Peran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru dalam upaya 
peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari sektor perikanan  melalui 
pelaksanaan berbagai program yakni: Program optimalisasi 
pengelolaan dan  pemasaran produksi perikanan  berupa pengadaan 
sarana pengolah ikan dan pengadaan sarana pemasaran ikan, 
pengembangan sistem penyuluhan perikanan berupa pembinaan 
sumber daya manusia dan pengadaan alat ukur kualitas air, dan 
pengembangan budidaya perikanan berupa pengembangan bibit ikan 
unggul, rehabilitasi saluran irigasi tambak, pembinaan dan 
pengembangan perikanan. 
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli 
Daerah dari sektor perikanan di Kabupaten Barru yaitu : 
a. Faktor pendukung 
- Sinergitas dari setiap elemen pemerintah yakni kerja sama 
antara pemerintah setempat dan masyarakat. 
- Partsipasi pembudidaya yakni pelaksanaan  program yang 
dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan mendapat respon 
positif dari pembudidaya (pemilik tambak). 
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b. Faktor penghambat 
- Kualitas  sumber daya manusia yang masih rendah yakni dalam 
hal memanfaatkan teknologi perikanan yang sudah meningkat 
pesat seperti cara pengukuran kualitas air.  
- Cuaca yang tidak menentu terjadi perubahan iklim terhadap 
budidaya perikanan karna dapat merusak kelangsungan hidup 



















5.2.  Saran 
1. Pemerintah daerah Kabupaten Barru melalui Dinas Kelautan dan 
Perikanan dalam menjalankan program yang ada sebaiknya 
menambah pengadaan bibit, pengukur air karna masih banyak 
pembudidaya yang belum dapat program ini dan memberikan 
perhatian yang lebih serius terhadap pembudidaya sehingga dapat 
mengikuti perkembangan sistem perikanan yang semakin maju. 
2. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru diharapkan agar 
kegiatan penyuluhan lebih sering dilakukan dan lebih mendekat 
kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat lebih mudah 
menerima ilmu yang diajarkan Dan dapat dipraktekkan dengan baik. 
Sehingga nantinya para pembudidaya dapat merasakan hasil panen 
yang berkualitas dan pendapatan yang meningkat. Dan dari segi cuaca 
yang tidak menentu yang sering mengancam keberlangsungan 
budidaya yang biasa menyebabkan kematian hingga hasil panen yang 
tidak maksimal. ketika kondisi itu terjadi maka dari pihak dinas kelautan 
dan perikanan harus memberikan bantuan berupa obat obatan kepada 
pembudidaya agar nantinya budidaya yang dikelola bisa menghasilkan 
dalam artian pembudidaya tidak mengalami kerugian dan retribusi 
pembudidaya pun lancar sehingga pendapatan asli daerah dari sektor 
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